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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 


Dalam dekade terakhir ini kemajuan teknologi telah menggeser paradigma perekonomian dunia, yaitu dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan makin meningkatnya peranan informasi dan ilmu pengetahuan untuk kehidupan manusia. Pesatnya kemajuan teknologi, terutama pada sektor telekomunikasi, memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi secara maya tanpa mengenal batas-batas teritorial. Di samping itu, globalisasi telah menyebabkan perubahan orientasi pembangunan, yaitu dari perekonomian nasional menjadi perekonomian global. Arus liberalisasi banyak dihembuskan dalam berbagai sektor kehidupan.



Berbagai studi menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara peranan telekomunikasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data dari 150 negara yang dihimpun oleh International Telecomunication Union (ITU) pada tahun 2002, diperoleh trend yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 % tingkat penetrasi telepon tetap (fixed line) akan menaikkan GNP sebesar 1,1 %. Pembangunan telekomunikasi Indonseia yang tumbuh dengan akselerasi cukup tinggi dalam dasawarsa ini, ditunjukkan secara nyata melalui pertumbuhan telekomunikasi seluler. Jumlah sambungan telekomunikasi seluler yang dibangun lima tahun terakhir hampir menyamai jumlah sambungan fixed line yang dibangun oleh PT. Telkom selama beberapa dekade.1Kemudian indikasi dari berkembangnya telepon seluler ditunjukkan pula dengan pertumbuhan pelanggan telepon seluler yang mencapai 60 % -70 % setahun. 2 Oleh karena itu jumlah pelanggan telepon bergerak atau seluler pada suatu saat bisa melebihi jumlah pemakai jasa sambungan telepon biasa (fixed telephone).3  
Sementara Satuan Sambungan telepon (SST) di Indonesia sangat-sangat rendah karena baru mencapai 6,7 juta SST dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 210 juta penduduk. Hanya tiga SST untuk per 100 penduduk atau dapat dihitung teledensitasnya hanya tiga persen.4 Hasil penelitian ITU tersebut bukan sekadar isapan jempol untuk merayu pemerintah memberikan izin kepada pengusaha, tetapi sudah dibuktikan pada beberapa negara yang tingkat kepadatan teleponnya sudah melebihi Indonesia. Sebagai bukti kecil, pada daerah pedalaman atau perkebunan yang terpencil, dengan adanya sambungan telepon maka hasil perkebunan dari daerah tersebut akan dapat menjangkau pasar seluas-luasnya melalui penyebaran informasi pasar yang cepat. 
Di Indonesia, peran sektor telekomunikasi dalam pembangunan lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) cukup besar. Catatan tahun 2002 menyebutkan, dari pos perpajakan saja, dari lima penyelenggara telekomunikasi terbesar, PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Telkomsel, PT. Satelindo, dan PT. Excelcomindo Pratama, pemerintah mendapat setoran sebesar Rp 4,5 triliun dan tahun 2003 mencapai Rp 6,1 triliun.5


Sumbangan besar telekomunikasi terlihat juga dalam membuka peluang kerja di suatu daerah, dengan maraknya sektor informal yang muncul. Bagi Kota Yogyakarta yang mempunyai mobilitas tinggi sebagai kota pelajar dan budaya, sangat mendukung fenomena pesatnya telekomunikasi ini. Sektor informal dapat menjangkau berbagai kelas masayarakat dan akan makin membuka kesempatan kerja. Kontribusi telekomunikasi seluler dalam penyerapan tenaga kerja berawal dari beroperasinya tiga operator seluler nasional (Telkomsel, Satelindo Indosat dan Excelcomindo Pratama), yang kemudian membuka jalur distribusi yang besar. Aktivitas distribusi inilah yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebagai instansi yang berkewajiban mengurusi masalah ketenagakerjaan, Dinaskertrans Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sepantasnya kreatif dalam merespon fenomena ini untuk menjadikan wahana penguaangan pengangguran di daerah. Mengingat bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sejak krisis hingga tahun 2005 rata-rata hanya satu persen per tahun tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan lapangan kerja bagi 144 juta tenaga kerja yang saat ini memasuki pasar kerja. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 350.000-450.000 orang. Dengan pertumbuhan rata-rata satu persen per tahun sejak masa krisis, maka perekonomian Indonesia hanya mampu menyerap sekitar 3,1 juta tenaga kerja baru.6 

Kontribusi besar telekomunikasi seluler yang besar lainnya dirasakan dalam peningkatan APBN. Ini menunjukkan perkembangan telekomunikasi mempengaruhi perekonomian suatu bangsa. Daerah mempunyai hak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, masing-masing. Dengan adanya perkembangan sektor ini, dimungkinkan adanya potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dapat dibayangkan saja, seberapa besar pemasukan pemerintah Kota Yogyakarta atas izin yang diberikan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta. Belum lagi pengurusan izin yang lain, atupun pajak yang dibayarkan. Retribusi maupun pajak menjadi isu menarik dalam peningkatan PAD dan sangat mungkin terjadi bila sektor telekomunikasi akan meningkatkan pendapatan Kota Yogyakarta. Semuanya itu tinggal bagaimana pemerintah cukup jeli melihat potensi di sektor ini.

Sebagaimana halnya negara berkembang lainnya, peran pemerintah sebagai motivator dan fasilitator dalam pembangunan di segala bidang masing sangat dibutuhkan. Pemerintah haruslah mampu membuat perencanaan yang menjabarkan visi, sasaran dan prioritas pembangunan yang jelas dan terarah melalui kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan telekomunikasi yang kompetitif, pemerintah Kota Yogyakarta harus mereposisi perannya sebagai fasilitator dan stimulan, tidak lagi sebagai pemilik atau penyelenggara. Dengan demikian pembangunan telekomunikasi yang mempengaruhi ekonomi di Kota Yogyakarta akan optimal memberikan kontribusinya pada daerah. Hal yang perlu dicermati dengan semakin meningkatnya peran swasta dalam peningkatan ekonomi daerah, dan khususnya penyelenggaraan telekomunikasi, adalah kemampuan pemerintah untuk melaksanakan peran idealnya dalam kegiatan ekonomi.


Dipilihnya telekomunikasi seluler sebagai fokus kajian penelitian ini didasarkan atas kontribusinya di dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Telekomunikasi diyakini merangsang pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Kemudian penelitian akan berangkat dari konsep mengenai pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Dimana telekomunikasi yang menguasai hajat hidup orang banyak pun berhak dikuasai oleh negara. Sebelum mengetahui bagaimana realitas peranan dan respon pemerintah dalam sektor telekomunikasi ini, perlu diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada daerah sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dan nantinya diharapkan akan didapatkan bahwa fenomena global telekomunikasi mempengaruhi kehidupan masayarakat, bangsa dan negara.
B. Rumusan Masalah 


Setelah melakukan pemetaan dan latar belakang munculnya persoalan dalam penelitian ini, maka dirumuskan dua pertanyaan yang akan  dicoba di jawab dalam kajian ini. (1). Bagaimana kontribusi sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah Kota Yogyakarta? (2). Bagaimana peran dan respon pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kontribusi sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler? 
C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan tentang sejauh mana kontribusi penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler terhadap pengembangan ekonomi daerah Kota Yogyakarta. Dimana pengembangan ekonomi disini terfokus pada seberapa besar penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah yang dapat diberikan atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi ini di Kota Yogyakarta.


Dengan menjelaskan adanya kontribusi sektor jasa telekomunikasi sebagai salah satu sektor yang perlu diperhatikan potensinya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi nilai plus tersendiri dalam penelitian ini, mengingat selama ini belum banyak kajian sejenis yang membahas persoalan telekomunikasi di daerah secara khusus dalam suatu kajian penelitian.


Setelah untuk mengetahui adanya kontribusi sektor jasa telekomunikasi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah merespon perkembangan telekomunikasi ini khususnya menyangkut persoalan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Apakah antara potensi yang ada dan perhatian pemerintah daerah sudah optimal. Tujuan terakhir dalam kajian ini adalah memberikan rekomendasi bagaimana mengoptimalisasikan peran pemerintah dalam memfasilitasi dan meregulasi sektor jasa telekomunikasi untuk pengembangan daerah, serta rekomendasi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan persiapan platform kompetisi jangka panjang sektor jasa telekomunikasi yang banyak memberikan multiplier effect.

D. Panduan Teoritis


Untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler bagi pengembangan daerah, maka dalam studi ini akan dipaparkan kerangka teori sebagai panduan pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Beberapa konsep yang digunakan dalam kajian ini memang tidak semuanya digunakan secara penuh. Ada yang dijadikan sebagai medium untuk memahami kerangka teoritik lainnya. Ada juga yang menjadi panduan umum sebagai kerangka utama kajian ini. Keduanya dilihat sebagai bagian utuh agar saling melengkapi satu sama lain sebagai kerangka teoritik untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kajian ini.
   D. 1. Telekomunikasi
       D. 1. 1.  Definisi Telekomunikasi 



Telekomunikasi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan. Jadi telekomunikasi dapat diartikan sebagai hubungan melalui jarak yang relatif jauh.7 Telekomunikasi juga dapat diartikan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.8 Sementara dalam tulisan ini telekomunikasi yang dimaksud adalah telekomunikasi bergerak seluler, dengan menggunakan alat telekomunikasi yang dikenal dengan nama telepon seluler (wireless phone). Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Selain memerlukan alat telekomunikasi, diperlukan juga suatu jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Sedangkan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.9
Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, diperlukan sarana perhubungan yang dapat memungkinkan orang berhubungan melalui jarak yang semakin jauh.10 Oleh karena itu telekomunikasi menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. 
Makin pentingnya peranan telekomunikasi tersebut, diperlukan adanya penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.11 Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah badan usaha swasta yaitu PT Telkomsel yang dianggap sebagai pilar dalam industri telekomunikasi bergerak seluler di Indonesia. Penyelenggara telekomunikasi ini termasuk kategori jasa telekomunikasi, maksudnya adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 12

Telekomunikasi tidak akan lepas dari peranan teknologi komunikasi. Sesungguhnya teknologi komunikasi adalah sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar informasi dengan individu-individu lain. Ini menyiratkan, pertama, teknologi komunikasi adalah alat. Kedua, teknologi komunikasi dilahirkan oleh sebuah struktur ekonomi, sosial dan politik. Ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai-nilai yang berasal dari struktur ekonomi tertentu. Keempat, teknologi komunikasi meningkatkan kemampuan indera manusia, terutama kemampuan mendengar dan melihat. Keempat aspek teknologi komunikasi ini menjadi kriteria dalam menilai apakah sebuah alat merupakan teknologi komunikasi atau tidak.13

Salah satu teknologi komunikasi yang banyak di pakai dalam pengertian penelitian ini adalah mengenai teknologi seluler. Konsep seluler mulai muncul melalui proposal yang diajukan oleh perusahaan telekomunikasi Bell di Amerika akhir tahun 1940-an. Gagasan ini memperkenalkan sebuah model baru bagi komunikasi bergerak, yang sebelumnya menggunakan model pemancar berdaya pancar besar, ditempatkan di daerah tinggi dengan antena yang menjulang sehingga mampu menjangkau wilayah seluas mungkin, diubah menjadi pemancar berdaya kecil. Setiap pemancar ini dirancang hanya untuk melayani daerah yang kecil saja, yang disebut sel. Oleh sebab itu sistem komunikasinya kemudian disebut dengan sistem komunikasi selular (cellular). Pemancar di setiap induk (Base Station), yang sering disingkat dengan BTS (Base Transceiver Station) atau RBS (Radio Base Station). Pesawat teleponnya yang dapat dibawa kemana-mana disebut pesawat bergerak ‘mobile station’ yang disingkat MS. Atau mobile phone, yang istilah populernya di media massa disebut handphone, diindonesiakan menjadi ‘ponsel’ singkatan dari ‘telepon seluler’.14

Telepon bergerak ini memiliki pemancar berdaya tinggi dengan antena menjulang tinggi sehingga dapat menangani hubungan radio bagi suatu wilayah dalam cakupan 20 sampai 30 mil, serta memiliki kemampuan mendeteksi, memilih pesawat yang dipanggil, dan melayani hubungan percakapan 60 pelanggan secara serentak untuk setiap stasiun induk.15 

Dalam praktek bisnis telepon selular dikenal istilah pelanggan (subscriber) yang digunakan untuk menyatakan pengguna ponsel dalam sistem komunikasi yang membayar biaya tertentu kepada perusahaan penyelenggara layanan komunikasi yang melayaninya, atau disebut dengan istilah singkat : “operator.”16  Pengertian pelanggan juga dikemukakan oleh (ITU) 

International Telecomunication Union. Mobile cellular subscribers refer to 
users 
of portable telephones subcribing to an automatic public mobile 
telephone services using cellular technology to the PSTN ( Public Switced 
Telephone Network ) 

Jadi, yang dimaksud dengan pelanggan telepon selular adalah pengguna telepon bergerak yang berlangganan pada suatu penyedia layanan telepon bergerak yang menggunakan teknologi selular yang dihubungkan dengan PSTN.17
       D. 1. 2. Teknologi Mempengaruhi Kemajuan Suatu Bangsa 

Sektor jasa telekomunikasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi, yang nantinya akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Sesuai perkembangan teori-teori pertumbuhan dalam studi ekonomi pembangunan, kemajuan teknologi menjadi unsur vital yang keempat dari pertumbuhan hidup yang pesat. Dimana ketiga unsur vital pertumbuhan sebelumnya yaitu sumber daya menusia, sumber daya alam dan pembentukan modal. Teknologi mulai diperhitungkan keberadaannya, setelah Robert Solow mengembangkan formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yakni teknologi.18  Solow ini salah satu tokoh dalam teori neoklasik yang berpandangan bahwa akumulasi modal dan teknologi menjadi kekuatan dominan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi.19 dikemukakan juga dalam teori ini bahwa GNP per kapita dipandang sebagai fenomena yang bersifat sementara yang bersumber dari kemajuan teknologi atau proses jangka pendek menuju kondisi ekuilibrium yang secara bertahap membawa suatu perekonomian ke ekuilibrium jangka panjang.20 Berangkat dari teori inilah, penelitian mengenai peranan teknologi yang mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dibangun. Dalam hal ini teknologi telekomunikasi berupa telepon selular.



Memperkuat teori diatas, ternyata tinggi dan terpeliharanya laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju bersumber dari penerapan secara massal penemuan-penemuan teknologi terbaru yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang maju pesat yang disertai dengan pengembangan ilmu pengetahuan lanjutan. Meskipun dalam faktanya hanya negara-negara makmur yang memiliki surplus kekayaan sajalah yang sanggup melakukannya, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan.21 Namun, yang dapat menjadi pelajaran penting bahwa perubahan teknologi yang disertai perubahan kelembagaan dan sosial harus dilakukan secara bebarengan dalam usaha merealisasikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
       D. 1. 3. Peranan Pemerintah dalam Telekomunikasi 


Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai peranan pemerintah, telekomunikasi pun dikuasai oleh Negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang telekomunikasi meliputi penetapan kebijaksanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat serta perkembangan global22

Sebagai salah satu teknologi yang menguasai hajat hidup orang banyak, tentunya tidak salah jika dituntut respon dan peranan pemerintah. Seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara

D. 2.  Kontribusi Telekomunikasi Dalam Ekonomi 
     D. 2. 1.  Kontribusi Sektor Telekomunikasi
Penelitian mengenai kontribusi sektor telekomunikasi mengacu pada konsep pembangunan wilayah. Pembangunan dengan pendekatan wilayah dianggap telah terbukti mampu memecahkan masalah yang melatarbelakangi mengapa pembangunan itu perlu ada. Apalagi di era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, peranan pembangunan wilayah menjadi semakin penting sebagai wahana kajian lintas disiplin yang mencakup geografi, ekonomi, sosiologi, statistika, politik, dan lingkungan. Hal ini dapat dimengerti karena sesuai dengan pandangan Walfret Isard, bapak pencetus ilmu wilayah, bahwa “pembangunan itu sendiri merupakan fenomena multifase yang memerlukan berbagai usaha manusia dari berbagai bidang ilmu yang menyatu dan saling berkaitan” 23
Telekomunikasi sebagai suatu sektor dalam pembangunan dapat dijelaskan dalam kajian pendekatan wilayah tersebut, mengingat perkembangan sektor ini menjadi kajian lintas disiplin. Sektor dalam konteks ini mempunyai pengertian sebagai kumpulan dari program yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan, sedangkan program merupakan kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama.24

Agar analisis kewilayahan dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan informasi yang akurat tentang potensi dan kondisi wilayah. Karena, salah satu kelemahan mendasar pembangunan dengan pendekatan kewilayahan selama ini adalah terletak dari lemahnya data dan informasi kewilayahan yang dijadikan input analisis.25 

Dalam pemanfaatan potensi wilayah, perlu dipertimbangkan agar tidak mengeksploitasi sumberdaya tetapi lebih kepada upaya optimalisasi sumberdaya tanpa mengorbankan sumberdaya di masa mendatang. Sehubungan dengan itu ada enam upaya penting yang perlu dilakukan, yaitu :26
1. Melakukan deskripsi jenis-jenis potensi wilayah secara sistematis. Mengidentifikasikan jenis-jenis potensi wilayah yang ada dari berbagai bidang, misalnya pariwisata, pertanian dan tenaga kerja ;

2. Melakukan klasifikasi jenis-jenis potensi wilayah secara sistematis. Atas dasar deskripsi jenis-jenis potensi wilayah dilakukan identifikasi dengan cara mengklasifikasikan setiap jenis potensi wilayah. Misalnya pengelompokan potensi wilayah di bidang perikanan, pertanian, dan lainnya ;

3. Melakukan deskripsi dimana potensi wilayah berada, yaitu melakukan deskripsi dimana tipe potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan tersebut berada ;
4. Melakukan deskripsi jumlah ketersediaan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan memberikan deskripsi berapa jumlah jenis potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan di setiap lokasi ;

5. Melakukan deskripsi pengembangan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan memberikan deskripsi pengembangan potensi wilayah yang telah dikmbangkan dengan orientasi pemikiran akan adanya nilai tambah terhadap potensi wilayah ;

6. Melakukan deskripsi perubahan-perubahan atas potensi wilayah yang telah diidentifikasi, yaitu melakukan identifikasi dengan memberikan deskripsi terhadap jenis-jenis potensi wilayah yang telah berubah.
Dalam konteks pembangunan daerah, salah satu bentuk pendekatan kewilayahan yang dikembangkan adalah pengembangan wilayah terpadu (integrated regional development). Program yang secara historis dipengaruhi oleh pemikiran Rondinelli dan Ruddle (1978), atau yang lebih populer sebagai The USAID Strategy, dilaksanakan dengan tujuan menciptakan suatu sistem produksi yang bersifat terpadu, dengan mendorong terciptanya berbagai spatial linkage seperti jaringan interaksi fisik, sosial, ekonomi, teknologi, dan administrasi. Sehingga menjadi amat penting untuk dicermati, agar dalam pengenalan potensi wilayah (resources recognition) perlu membandingkan keadaan sekarang dan keadaan masa lalu, serta membandingkan kondisi sekarang dengan tujuan yang hendak dicapai.27
Dengan adanya pendekatan pembangunan wilayah yang banyak mengidentifikasikan potensi yang dimiliki suatu daerah, maka dibutuhkan juga analisis potensi mengenai sektor telekomunikasi. Kontribusi telekomunikasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.28
Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh International Telecommunication Union (ITU) bahwa telekomunikasi di suatu negara tumbuh sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi, namun juga sebaliknya, sehingga terjadi sumbangan timbal balik antara keduanya. Berbagai hasil studi ITU juga membuktikan bahwa penambahan fasilitas dan pelayanan telekomunikasi bukan hanya hasil dari pertumbuhan ekonomi, melainkan prasyarat bagi seluruh sektor pembangunan, dan pembangunan sarana telekomunikasi merupakan bagian esensial dari proses pembangunan nasional dan internasional.29 Hasil studi International Telecommunication Union menemukan bahwa penambahan fasilitas telekomunikasi sebesar satu persen akan merangsang pertumbuhan ekonomi sampai tiga persen.30
   D. 2. 2. Kontribusi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja
Berbicara mengenai kontribusi telekomunikasi dalam penyerapan tenaga kerja, pembahasan banyak menguraikan konsep ketenagakerjaan. Konsep ini tidak lepas dari definisi apa yang dimaksud dengan angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, pengangguran dan kesempatan kerja. Konsep dan definisi tidak saja bervariasi antar negara melainkan juga antar waktu dalam suatu negara. Begitu pula dengan batas-batas usia kerja dari penduduk warga suatu masyarakat merupakan fungsi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Angkatan kerja (labour force) merupakan konsep yang memperlihatkan economically active population, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tergolong non-economically active population.31 Sesuai dengan pendekatan “labour utilization”, angkatan kerja terdiri dari mereka yang sudah termanfaatkan secara penuh (utilized adequately) dan mereka yang belum termanfaatkan secara penuh (utilized inadequately). Angkatan kerja yang belum termanfaatkan secara penuh dapat dibagi dalam kategori-kategori : 

1. Penganggur (penganggur terbuka) ;

2. Jam kerja kurang ;

3. Tingkat pendapatan rendah meskipun jam kerja cukup ;

4. Tidak sesuai antara pekerjaan dan pendidikan/ketrampilan yang diperoleh

5. Penganggur pasif atau tenaga kerja yang kehilangan harapan 32
Angkatan kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk usia kerja (berumur 15 tahun atau lebih) yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan pengertian bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerjaan keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).33 

Dalam Sensus Penduduk tahun 1980, mereka yang digolongkan “bekerja” adalah:34
1. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu.

2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, tetapi mereka adalah :

a. Pekerja tetap, pegawai-pegawai Pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya keruskan mesin) dan sebagainya.

b. Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panenan atau menunggu hujan untuk menggarap dan sebagainya. 

c. Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat, dalang dan sebagainya.

Dengan menggunakan data sensus penduduk, jumlah penduduk yang bekerja biasanya dipandang mencerminkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Dalam pengertian ini “kesempatan kerja” bukanlah “lapangan pekerjaan yang masih terbuka”, walaupun komponen yang terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang. Memang mungkin pada suatu waktu “lapangan pekerjaan yang masih terbuka” cukup banyak, sementara jumlah pencari kerja (penganggur) banyak pula. Hal ini dapat terjadi karena kurang baiknya distribusi “lapangan pekerjaan yang masih terbuka” itu bertalian dengan pola penyebaran penduduk, ataupun karena alasan lain seperti faktor keterampilan/keahlian dari para pencari kerja.35
Mereka yang mencari pekerjaan (penganggur terbuka) adalah mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan (tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan) seperti mereka : (1). Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, (2). Yang sudah pernah bekerja karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Sedangkan pengertian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong.36
Penggolongan lapangan pekerjaan (industry) yang biasa dipakai seperti dalam Sensus Penduduk 1971 dan 1980 terdiri dari :37
1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan (Agriculture, hunting, forestry and fishing).

2. Pertambangan dan penggalian (mining and quarriying)

3. Industri Pengolahan (Manufacturing)

4. Listrik, gas, dan air (Electricity)

5. Bangunan (Construction)

6. Perdagangan, Rumah makan, dan Hotel (Wholesale and Retail Trade, Restaurant and Hotels)

7. Pengangkutan, penyimpanan/pergudangan dan komunikasi (transport, storage, and communication)

8. Keuangan, asuransi dan perdagangan benda tak bergerak/bergerak 

Dari sini akan dibahas lebih lanjut seberapa besar telekomunikasi bergerak seluler selain sebagai teknologi komunikasi, mempunyai kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta.
Perlu diketahui juga para pakar ekonomi indonesia sebagian besar menggunakan aliran ekonomi neoklasik dalam menganalisa masalah ketenagakerjaan. Adapun model tersebut adalah model makro output-kesempatan kerja (output employment macro model) yang berfokus pada hubungan-hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output industri, dan penciptaan lapangan kerja.38 Model-model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP. Maka model tersebut mengisyaratkan bahwa dengan memaksimumkan pertumbuhan GNP nya negara-negara Dunia ketiga akan dapat pula memaksimumkan penyerapan tenaga kerja.39
Namun setelah dalam pengalaman negara-negara berkembang dimana model ini menekankan pentingnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi, ternyata model ini kurang bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Apabila tujuan utama pembangunan di suatu negara adalah memaksimumkan tingkat pertumbuhan GNP, maka pendekatan tersebut memang dibenarkan. Tetapi jika yang dipentingkan adalah penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, maka model tersebut tidak cocok diterapkan. 40 

Meskipun demikian, masih banyak yang mempercayai akan keberhasilan model pertumbuhan seperti ini. Dan disinilah peran pemerintah negara yang bersangkutan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan harus mengetahui produktivitas masing-masing sektor.
   D. 2. 3. Kontribusi Dalam Pendapatan Daerah 
Pembahasan mengenai pembangunan daerah tentunya tak luput dari kajian peningkatan ekonomi daerah, dalam konteks ini peningkatan ekonomi daerah diwujudkan melalui pendapatan daerah. Tentunya selain penyerapan tenaga kerja, sektor telekomunikasi mempengaruhi pendapatan di daerah. Oleh karena itulah konsep pendapatan daerah perlu dijelaskan sebelumnya.


Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  yang dimaksud Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.41 Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.42

Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah : (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) Lain-lain penerimaan yang syah. Dan Pembiayaan bersumber dari : (a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; (b) penerimaan Pinjaman Daerah; (c) dana Cadangan Daerah; dan (c)  hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.43 Selanjutnya yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan, peraturan perundang-undangan.44  Pendapatan Asli Daerah  bersumber dari:45 (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah.


Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 46
  D. 3. Peranan Pemerintah
       D. 3. 1. Teori-Teori Negara

Sebelum memahami konsep pemerintah, ada baiknya mengetahui pengertian Negara sebagai organisasi tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Menurut Roger H Soltau, Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Sedangkan Max Weber menyebutkan bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Dan dapat disimpulkan menurut Miriam Budiarjo, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah.47

Unsur-unsur yang terdapat dalam negara, yaitu :48
1. Wilayah 

2. Penduduk

3. Pemerintah


Ada tiga kelompok teori tentang negara, yaitu :49
1. Teori negara sebagai alat (teori instrumental). Sebuah teori yang melihat negara sebagai sekadar alat dari kekuatan yang menguasai negara. Kebijakan negara hanya merupakan akibat dari kekuatan-kekuatan yang ada. Teori ini dianut oleh kaum pluralis dan marxis klasik, dimana negara merupakan alat kelas yang dominan. 

2. Teori Struktural. Sebuah teori yang mnganggap negara memiliki kemandirian, tetapi kemandirian ini bersifat relatif. Teori O’Donnell tentang Negara Birokratis dan teori evans tentang Persekutuan Segitiga dapat digolongkan ke dalam teori ini.

3. Teori negara sebagai kekuatan mandiri. Melihat negara sebagai subjek yang mempunyai kepentingan sendiri, yang berbeda dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Misalnya dengan mendepolitisasikan dan mengideologasasikan massa, menjadikan dirinya kelas atau membentuk kelas yang melakukan akumulasi modal. Negara Otoriter Birokratis masuk ke dalam teori ini. 

Teori-teori negara yang ada berada dalam kerangka ideologi-ideologi besar dunia, yaitu :50
Pertama, Liberalisme. Masyarakat terbaik (rezim terbaik) menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut. Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang baik. Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan brbicara, beragama dan pers. Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Kelima, suatu masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Paham ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.

Kedua, Konservatisme. Menurut paham ini, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualistis karena memandang masyarakat terdiri atas individu atau gabungan individu. Menurut paham ini, pemerintah yang terbaik adalah yang memerintah  sedikit mungkin, ekonomi dan pasar bebas akan dengan sendirinya menguntungkan semua individu, menghndaki keterkaitan dengan agama, kurang memperhatikan hak-hak sipil golongan minoritas, dan untuk menjamin kepentingan ekonomi dan politiknya bersedia melakukan intervensi militer atas ngara-negara lain.

Ketiga, Sosialisme dan Komunisme. Paham ini berkeyakinan kemajuan manusia dan keadilan terhalang dengan lembaga hak milik atas sarana produksi. Pemecahannya menurut paham ini, ialah dengan membatasi atau menghapuskan hak milik pribadi (private proverty) dan menggantinya dengan pemilikan bersama atas sarana produksi. Bedanya, paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Sedangkan paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi.

Keempat, Fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal itu akan dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin kharismatis sebagai symbol kebebasan negara yang didukung massa rakyat. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman (Hitler), Jepang, Italia (Mussolini) dan Spanyol.

Dari teori-teori negara serta ideologi yang dipaparkan, penelitian mengambil bahasan dalam kerangka  teori negara struktural dan liberalisme, dimana negara bersifat tidak terlalu intervensi terhadap pasar. Namun dalam konteks negara berkembang, peran pemerintah yang cenderung liberalis ini dianggap masih perlu memegang kekuasaan ekonomi (pasar). Lebih tepatnya seperti “Jalan Ketiga” yang ditawarkan oleh Giddens. Jalan Ketiga hadir dalam kerangka dimana peran aktif pemerintah untuk membatasi dirinya sekaligus membatasi wilayah ekonomi serta civil society dan di sisi lain ia juga harus memberdayakan dirinya sekaligus memberdayakan ekonomi dan civil society. Pemikiran dari Giddens ini yang nantinya akan melandasi pembahasan mengenai peran ideal pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah atas penyelenggaraan telekomunikasi.
Keberadaan pemerintah menurut Giddens (1998) adalah :51
1. Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam

2. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang beragam ini

3. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan pemerintah bisa terus dilanjutkan.

4. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.

5. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.

6. Menjaga keamanan sosial melalai kontrol sarana kekerasan dan penetapan kebijakan

7. Mendukung perkembangan sumberdaya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan

8. Menopang sistem hukum yang efektif

9. Memainkan peran ekonomis secara langsung sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi, plus penyediaan infrastruktur


Adanya fenomena global telekomunikasi banyak dipengaruhi oleh adanya perkembangan teori liberal. Teori ini yang mendasari telekomunikasi di berbagai negara mengalami leberalisasi pasar. Teori Liberal berjalan mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat tabel input-output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan di antara pelbagai sektor ekonomi, dan sebagainya.52 Mereka yang tidak cukup memiliki modal atau akses ke pasar bebas akan dengan sendirinya tergusur dari kompetisi pasar bebas. Dalam masayarakat pasar bebas berlaku prinsip darwinisme, siapa yang kuat dialah yang akan tetap survive (survival of the fittiest).53

Liberalisasi dalam telekomunikasi dapat berarti pengurangan penghapusan restriksi. Misalnya, restriksi dalam konteks penghapusan larangan memasuki pasar (entry restriction) atau penghapusan larangan menyambungkan pesawat telepon selain produk manufaktur tertentu. Begitu pula dalam penghapusan pembatasan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara. Pada umumnya penggunaan kata liberalisasi dan deregulasi sering hanya berbeda dalam penekanan.54

Berdasar pemikiran dari teori liberal, industri telekomunikasi mengalami hal yang  serupa. Dalam jangka panjang banyak negara yang setuju dengan konsensus untuk melakukan liberalisasi sektor telekomunikasi dengan membuka pasar menjadi semakin kompetitif. 

Four words sum up today’s telecommunication market: private, competitive, 
mobile and global. The pace at which these trends are taking shape is 
remarkable. Infact, events are moving so quickly, that calls to reform the 
sector are missing the point. It has already happened. Most countries have 
initiated a reform process. Still, fine tuning remains to be done55
Dalam World Telecomunication Development Report 2002 tersebut, ITU mendeskripsikan sektor telekomunikasi saat ini dengan empat kata kunci : private, competitive, mobile dan global. Dalam arti bahwa sektor telekomunikasi di mana pun di muka bumi ini semakin terprivatisasi, semakin terbuka pada kompetisi, semakin mobile, dan semakin mengglobal baik dari sisi operasi, regulasi maupun layanannya
Liberalisasi diberlakukan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, diawali dengan adanya perundingan GATS di Uruguay. Setelah bertahun-tahun dirundingkan, sebagian besar negara di dunia termasuk semua negara adikuasa telekomunikasi, telah menandatangani apa yang dinamakan World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic Telecommunication yang bermaksud untuk meliberalisasikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Sebagai konsekuensinya sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. 

Menurut konsep General Agreement on Trade and Services (GATS) bahwa telekomunikasi menjadi salah satu bagian komoditas yang diperdagangkan secara bebas dan tidak terpisahkan dalam sistem perdagangan global, telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Nomor 7 tahun 1994. Dengan demikian, penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan prinsip perdagangan global harus menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif.56 Dan pembahasan penelitian selanjutnya dikerangkai adanya arus  liberalisasi telekomunikasi dan menuntut peranan ideal pemerintah seperti yang diungkapkan Giddens dalam “Jalan Ketiga” nya.

Beralih dari  uraian konsep negara diatas, berikutnya akan diperkuat mengenai konsep apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif melakukan pengaturan, membuat kebijaksanaan. Pihak legislatif fungsinya adalah rule making, sedangkan kekuasaan eksekutif pada dasarnya melakukan apa yang disebut mengaplikasikan (rule application) dari apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta pihak yudikatif memiliki kewenangan ajudikasi terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam mengeksekusi keputusan dan aturan yang sudah ditetapkan (rule adjudication). Penyelenggaraan sebuah negara modern tidak menarik garis yang tegas di antara ketiga kewenangan atau kekuasaan dan institusi yang menjalankannya. 57
   D. 3. 2. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kegiatan Ekonomi


Baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan aktivitas ekonominya, hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

 Kemudian dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan  pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan pemerintah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 


Definisi keduanya juga disebutkan oleh Bailey.


Local Goverments can be thought of as democratically-elected bodies whose 
jurisdiction is of local (rather than regional or national) scale, backed by 
powers to levy local taxes by which to exercise genuine over service 
provision. 58

Pemerintah daerah yang dimaksud Bailey dapat juga merupakan kewenangan lokal atau kewenangan subsentral. Definisi disini mengacu pada kewenangan daerah sebagai lingkup wilayah kecil yang berhak mengatur pajak atau retribusi berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada definisi yang benar-benar membedakan karakter antara pemerintah daerah  dengan regional, state dan pemerintah propinsi.


Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan ekonomi. Bailey menyebutkan bahwa :


Economic theory necessarily emphasizes the instrumental role of local g
overnment in providing public services and seeks to determine the conditions 
for maximization of economic welfare.59

Kemudian oleh Bailey, fungsi ekonomi pemerintah dipetakan menjadi 4 fungsi utama, yaitu : alokasi, distribusi, regulasi dan stabilisasi.


….it is usually argued that stabilization and income distribution are properly 
the concern of central (national) government while resources allocation is 
primarly the concern of local governments.60

Jadi secara garis besar Bailey menyatakan bahwa fungsi regulasi dan stabilisasi idealnya diserahkan pada pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah lebih banyak pada fungsi alokasi dan distribusi. Yang dimaksud fungsi alokasi oleh Bailey adalah monopoli pemerintah yang berkaitan dengan sumberdaya alam daerah (seperti air, pembuatan saluran), fasilitas umum (contohnya sarana olahraga). Sedangkan fungsi distribusi banyak berkaitan dengan tarif pajak yang akan diberlakukan di daerah.


Kemudian dari keempat fungsi tersebut, Bailey menyimpulkan prinsip-prinsip ekonomi dari pemerintah daerah adalah :61
1. The majority of public sector services should be provided by local government because their benefits are localized.

2. Central Government should only provide national pure public goods such as defence and foreign policy

3. Local government should restrict its provision of services to those cases where local market failure is high and the risk of government failure is low

4. This implies that local governments should restrict their service provision to core functions, irrespective of any powers of general competence conferred upon them by central government

Yang dimaksud adalah :

1. Sebagian besar dari sektor publik dilayani oleh pemerintah daerah karena manfaatnya dinikmati oleh masyarakat sekitar

2. Pemerintah pusat cukup mengurusi kebutuhan umum seperti pertahanan dan kebijakan luar negeri

3. Pemerintah daerah sebaiknya melarang peraturan yang dapat menyebabkan kegagalan pasar yang tinggi dan resiko kegagalan pemerintah yang rendah.

Sedangkan, kaitannya dengan ekonomi suatu bangsa. Menurut Michel Todaro ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu :62
1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

3. Kemajuan teknologi.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dibedakan juga kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi: (a). politik luar negeri; (b). pertahanan; (c). keamanan; (d). yustisi; (e). moneter dan fiskal nasional; dan (f). agama. Dan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi: (a). perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b). perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; (c.) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;d. penyediaan sarana dan prasarana umum; (e). penanganan bidang kesehatan; (f). penyelenggaraan pendidikan; (g). penanggulangan masalah sosial; (h). pelayanan bidang ketenagakerjaan; (i). fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (j). pengendalian lingkungan hidup; (k). pelayanan pertanahan; (l). pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; (m). pelayanan administrasi umum pemerintahan; (n). pelayanan administrasi penanaman modal; (o). penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (p). urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.


Berdasar uraian tersebut di atas bahwa pemerintah daerah berhak menyelenggarakan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ideal seperti yang dikemukakan oleh Bailey. Mengacu pada konsep Bailey, bahwa telekomunikasi merupakan teknologi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau public goods yang penguasaannya perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, tidak diserahkan pada mekanisme pasar seutuhnya. Kemudian fokus kajian mengenai penyerapan tenaga kerja dan pendapatan di daerah dibangun berdasar kerangka kewenangan pemerintah, dimana pemerintah daerah tingkat II berhak untuk menyelenggarakan kewenangan ini. Didukung oleh konsep Bailey yang menyatakan kegiatan ekonomi pemerintah daerah sebaiknya banyak memerankan fungsi alokasi dan distribusi.
E. Definisi Konseptual


Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Dimana pengertian konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala yang dimaksud. Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Telekomunikasi


Telekomunikasi adalah suatu cara hubungan jarak jauh dengan menggunakan 
sinyal-sinyal listrik Sedangkan dalam penelitian ini telekomunikasi menunjuk 
pada telekomunikasi bergerak seluler yang menggunakan perangkat yang 
dikenal dengan sebutan telepon seluler.
2. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi disini disamaartikan dengan pengertian kegiatan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Yang termasuk dalam kegiatan ekonomi pemerintah disini adalah kesempatan kerja dan pendapatan daerah.
3. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang masih terbuka dan terisi yang diperuntukkan bagi sejumlah angkatan kerja.
4. Pendapatan Daerah


Salah satu jenis penerimaan daerah yang bertujuan untuk menambah kekayaan daerah, dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah.
5. Peranan Pemerintah


Peranan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi
penyelenggara pemerintahan tertinggi yang bertujuan menyejahterakan rakyat 
dalam kerangka liberalisasi ekonomi.
F. Definisi Operasional



Definisi operasional yaitu definisi yang menunjukkan indikator-indikator sesuatu gejala sehingga memudahkan pengukurannya. Dengan demikian agar dapat diukur variabelnya maka diopersionalkan terlebih dahulu.


Standar atau ukuran yang dipakai untuk mengukur kontribusi jasa penyelenggaraan telepon selular dalam Kota Yogyakarta ialah :

1. Kontribusi telekomunikasi bergerak seluler terhadap penyerapan tenaga kerja, dapat dilihat melalui :


-     Seberapa banyak kesempatan kerja yang tersedia 

· Jumlah tenaga kerja perusahaan operator telepon selular

· Jumlah tenaga kerja  tidak langsung (non karyawan perusahaan operator selular)

· Jumlah tenaga kerja informal
2. Kontribusi telekomunikasi bergerak seluler terhadap pendapatan daerah, dapat dilihat melalui :

· Retribusi yang dibayarkan di dinas perizinan

· Pembangunan infrastruktur jaringan seluler
3.  Peranan dan respon pemerintah terhadap kontribusi telekomunikasi bergerak 
seluler :


-   Peranan dan respon atas kontribusi telekomunikasi bergerak seluler dalam 
      penyerapan tenaga kerja


-   Peranan dan respon atas kontribusi telekomunikasi bergerak seluler dalam 
     pendapatan daerah
G. Metodologi Penelitian

G.1 Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengutamakan kualitas analisis serta interpretasi data bukan menggunakan data-data statistik. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang tergantung pada pengawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang kualitatif adalah salah satu pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya sendiri.63

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan metode ini, tidak dapat berhenti hanya pada pengumpulan dan penyusunan data semata, tetapi harus dilanjutkan dengan analisa dan interpretasi terhadap data tersebut, sehingga dapat menelaah dan menganalisa data dengan baik dan sistematis.64
 G.2 Jenis Penelitian


Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Metode diskriptif menurut Winarno Surachmad adalah metode penelitian. yang digunakan untuk menemukan fakta dengan interprestasi secara tetap, yang pelaksanaannya sampai pada analisis dan interprestasi data.65 Sedangkan Hadari Nawawi mengartikan metode diskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.66 Dalam penelitian ini, penyelenggaraan telekomunikasi di daerah akan digambarkan sesuai dengan realitasnya di daerah Kota Yogyakarta.

G.3 Teknik Pengumpulan Data


Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian 67 


Menurut Lofland & Lofland68, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kta & tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Menurut sumbernya data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat data atau informasi tersebut. Data primer berupa kata-kata atau tindakan dari objek yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan PT. Telkomsel sebagai pihak swasta dan Pemerintah Kota  Yogyakarta termasuk didalamnya pernyataan dari Dinas Perhubungan, Dinas Perizinan, Dinas Perekonomian,  Bapeda serta Balai Monitoring Spektrum, Frekuensi dan Orbit Satelit yang berada dalam koordinasi Departemen Komunikasi dan Informatika.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang memuat data atau informasi tersebut. Data sekunder dapat berupa dokumen yang terdiri dari sumber data tertulis, majalah maupun surat kabar yang berkaitan.69
Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder.


Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses yang aktif untuk berbuat sesuatu, dipilih apa yang diamati. Data observasi berupa deskriptif yang faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta koteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi.70 Observasi yang dilakukan merupakan observasi pasif, dengan cara formal maupun informal untuk mengetahui bagaimana perkembangan telekomunikasi dan dampak yang diberikan terhadap masyarakat.

b. Wawancara


Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara juga dapat digunakan untuk melakukan cross and check atas data yang telah ada. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab (sepihak) yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.71 
c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca hasil-hasil penelitian dan berbagai buku rujukan sesuai topik penelitian yang diteliti, dalam hal ini mengenai telekomunikasi dan kebijakan pemerintah.
G.4 Analisa Data
Pengumpulan data merupakan langkah awal dari proses analisa data. langkah kedua adalah dengan cara penelitian data. Pengumpulan data tentang perkembangan telekomunikasi, khususnya jasa telekomunikasi bergerak seluler ini didapat melalui Pemerintah Kota, Balai Monitoring Spektum Frekuensi dan Orbit Satelit, PT. Telkomsel, serta pedagang voucher yang dijadikan sampel. Kemudian penelitian dilakukan dengan memahami data-data kemudian dikelompokkan berdasarkan bahasan-bahasan tertentu sesuai dengan tema-tema dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dikelompokkan dalam beberapa bahasan, yaitu perkembangan telekomunikasi, kontribusi telekomunikasi dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah, dan peranan pemerintah terhadap perkembangan telekomunikasi. Tahap selanjutnya dengan cara penafsiran data. penafsiran data dilakukan dengan menginterprestasikan dan menghubungkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam teori ini. Sedangkan tahap terakhir dalam analisa data ini dengan cara penyimpulan data. Penyimpulan data dilakukan untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini.
G. 5 Unit Analisis dan Teknik Pengambilan Sampel

Adalah Obyek yang dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data dari pihak swasta penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler dan pemerintah, baik pemerintah Kota Yogyakarta maupun Provinsi. Pemilihan sampel untuk wawancara ini dilakukan  dengan memperhatikan bahwa mereka yang masuk dalam sampel dapat mewakili kelompok yang mewakili unit analisa dan memiliki informasi data yang diperlukan sesuai dengan obyek penelitian ini. Mereka dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampel), yaitu pemilihan sampel yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan infrman yang dianggap tahu dan dapat dipercaya dan didasarka pada pertimbangan tertentu, yakni tujuan penelitian. Para informan yang merupakan responden kunci diplih karena peranan mereka dalam perkembangan telekomunikasi. Misalnya, penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler, Pemerintah Kota yang bersangkutan. Berikut daftar informan yang diwawancarai dalam penelitian :

Penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler :

1. Herawati (supervisor sales PT. Telkomsel Yogyakarta)

2. Widi Andriyani (HRD  divisi  Training Development PT. Telkomsel  Jakarta )

Pemerintah Kota Yogyakarta :

1 Drs. Supriyadi (Kepala Sub Bidang Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan)

2. Bernadio Mariano S, BE (Staff Pelayanan, Dinas Perizinan)

3. Drs. Pratikwo (Kepala Sub Bidang Investasi, Dinas Perekonomian)

4. Wajarni (Kepala Sub Bidang Perencanaan Kota, Bapeda)

5. Drs. Sri Budi Santoso (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
Balai Montoring Spektrum, Frekuensi dan Orbit Satelit, Departemen Komunikasi dan Informatika :
1. Dra. Srianon (Seksi Pemantauan dan Penertiban)

2. Berbudi (Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga)

H. Sistematika Penulisan


Kajian mengenai telekomunikasi ini terbagi dalam lima bab. Pada bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang penulisan, penjelasan teorits konseptual, dan metodologi penelitian yang digunakan serta tujuan yang dilakukannya penelitian ini.


Dari latar belakang yang dikemukakan, pada bab kedua penelitian membahas mengenai agenda seting perkembangan telekomunikasi. Perkembangan tersebut meliputi pembangunan telekomunikasi di Indonesia sejak pra kemerdekaan sampai saat ini dimana mengalami dinamika dari era monopoli hingga kompetisi. Pembahasan juga menyertakan perkembangan telekomunikasi di Kota Yogyakarta yang disertakan juga sekilas mengenai deskripsi wilayah penelitian.

Kemudian data-data di lapangan mulai dibahas dan dianalisis dalam bab ketiga. Data primer dan sekunder yang didapat berkisar tentang kontribusi telekomunikasi bergerak seluler dalam pengembangan ekonomi di Kota Yogyakarta yaitu kontribusinya dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dalam penyerapan tenaga kerja, pembahasan mengacu pada definisi operasional yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu melihat seberapa besar kesempatan kerja, jumlah tenaga kerja di perusahaan telekomunikasi seluler, tenaga kerja tak langsung dan tenaga kerja informal yang ada di Kota Yogyakarta. Sedangkan kontribusinya dalam pendapatan daerah, diuraikan berdasar besarnya retribusi di Dinas Perizinan dan banyaknya pembangunan infrastruktur yang menimbulkan multiplier effect.

Setelah mengetahui apa saja kontribusi yang diberikan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dalam bab keempat pembahasan dilanjutkan  tentang studi peranan pemerintah, termasuk  telekomunikasi.  Berdasar konsep yang dipaparkan di muka, diketahui bagaimana peranan dan respon pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta. Apakah sudah sesuai dengan kontribusi yang diberikan ataukah belum memenuhi peranan ideal pemerintah.

Dalam bab terakhir, yaitu penutup, berisi tentang rangkuman penulisan, dalam bentuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap keberadaan telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta.

BAB II

MENGENAL LEBIH JAUH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI :

DARI MONOPOLI KE KOMPETISI


Bab ini akan memaparkan keberadaan industri telekomunikasi dari sudut pandang sejarah dan peran kekuasaan dalam memajukan pembangunan di Indonesia. Fokus dalam bab ini adalah mengarah pada kebijakan negara dan dampaknya pada perkembangan telekomunikasi. Tepatnya menggambarkan bagaimana perjalanan industri pertelekomunikasian di Indonesia dari monopoli sampai ke era kompetisi. Dan untuk mempertajam kajian, disertakan sebelumnya mengenai potret daerah penelitian yaitu Kota Yogyakarta.
A. Potret Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta
   A. 1. Deskripsi Singkat Kota Yogyakarta
Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah di sebelah utara adalah Kabupaten Sleman, sebelah timur  berbatasan dengan Kabupaten Bantul & Sleman, sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul, dan sebelah barat  dengan Kabupaten Bantul & Sleman.

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, di bagian tengah ada Sungai Code dan sebelah barat melintas Sungai Winongo. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan rata-rata 15.000 jiwa/km².72
   A 1. 1. Kondisi ketenagakerjaan


Kondisi ketenagakerjaan dilihat juga dari jumlah penduduk suatu daerah. Penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hasil sementara Sensus Penduduk Tahun  2000 diketahui bahwa penduduk Kota Yogyakarta mencapai jumlah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sekitar 0,37%, sedangkan apabila melihat dari laporan kependudukan tahun 2005 penduduk Kota Yogyakarta bertambah menjadi 517.015 jiwa. Berdasarkan data tersebut, kepadatan Kota Yogyakarta mencapai 12.246 jiwa per km². Kecamatan Ngampilan  merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 21.496 jiwa per km². Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan kecamatan yang berada di daerah sekitar kraton yang sangat padat dengan pemukiman penduduk. Sedangkan kecamatan lain seperti Mantrijeron, Danurejan, dan Tegalrejo tingkat kepadatannya hampir seimbang dengan tingkat kepadatan pada kisaran 12.000 jiwa per km². Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan terluas, dan kecamatan paling kecil wilayah administratifnya ialah Kecamatan Pakualaman. Sebagai kecamatan terkecil, Kecamatan Pakulaman tercatat memiliki kepadatan penduduk memiliki tingkat kepadatan sebesar 16.870 jiwa per km².73

Dari uraian tersebut jumlah penduduk Kota Yogyakarta dibandingkan dengan jumlah SST yang ada, sekitar 80% penduduknya sudah menjadi pengguna jasa telepon tetap. Jumlah ini berpacu dengan pertumbuhan pelanggan telepon bergerak yang perkembangannya sangat pesat dalam dasawarsa terakhir. Dari jumlah penduduk pengguna jaringan telepon tetap dan bergerak, menandakan pasar jasa telekomunikasi yang potensial di Kota Yogyakarta. 


Pertumbuhan penduduk disuatu daerah tentunya akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan secara umum, karena pertumbuhan penduduk secara langsung akan mempengaruhi perumbuhan penduduk usia kerja dan angkatan kerja, karena kondisi ketenagakerjaan suatu daerah, khususnya pada sisi penganggur sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan penduduk daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian diatas bahwa pertumbuhan penduduk di suatu daerah akan sangat berpengaruh pada pola dan dinamika serta perkembangan ketenagakerjaan daerah tersebut, khususnya perkembangan sisi penganggur/persediaan tenaga kerja, termasuk perkembangan penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Kota Yogyakarta mempunyai kecenderungan pertumbuhan penduduk usia kerja yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain, yaitu berjumlah 441.643 jiwa di tahun 2004 dan mengalami penurunan dibandingkan jumlah di tahun 2002 sebanyak 413.938 jiwa. Sedangkan penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja  di tahun 2004 berjumlah 31.081 jiwa dengan presentase penduduk yang bekerja 59,16% dan penganggur berjumlah 230.194 jiwa atau sebanyak 27,17%.  Hal ini disebabkan karena Kota Yogyakarta merupakan daerah memiliki sarana pendidikan baik formal maupun informal yang lebih banyak daripada daerah lainnya. Selain itu karena Kota Yogyakarta adalah kota yang memiliki beberapa obyek wisata unggulan.74 Kondisi ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, yang menyebabkan masyarakat khususnya penduduk usia kerja, baik yang berasal dari Kota Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta datang untuk sekedar berkunjung atau membuka usaha di Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, tidak sedikit para pendatang membuka usaha pelayanan voucher di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu dengan memahami kondisi angkatan kerja yang ada diharapkan akan mempermudah penanganan khusus dalam menjembatani mereka dalam memasuki dunia kerja.


Beralih ke kondisi kesempatan kerja, perkembangan di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih dipengaruhi oleh adanya dampak dari krisis ekonomi yang  melanda Indonesia. Meskipun krisis ekonomi terjadi sejak tahun 1997, namun pengaruhnya masih sangat kuat dan mewarnai seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya situasi ketenagakerjaan menjadi kurang menguntungkan. Hal ini terjadi karena adanya hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi dengan penciptaan kesempatan kerja disisi lainnya.


Pertumbuhan penduduk usia kerja yang bekerja, meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang berarti tetapi dari data yang diperoleh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angkatan kerja yang bekerja tahun 2004 berjumlah 261.275 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2002 yang  berjumlah 232.776 jiwa. Penduduk usia kerja yang bekerja ini lebih banyak terserap di sektor jasa, perdagangan dan industri. Menurut data penduduk yang bekerja pada sektor tersebut masing-masing sebesar 52,01% pada sektor jasa, 27,94% bekerja di sektor perdagangan, dan 5,41% terserap di sektor industri. Data BPS tahun 2004 menyatakan dengan lebih rinci jenis-jenis lapangan pekerjaan yang digeluti masayarakat Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha

	No.
	Lapangan Usaha
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase

	1.
	Pertanian
	874
	0,55%

	2.
	Perkebunan
	185
	0.11%

	3.
	Perikanan
	93
	0.05%

	4.
	Peternakan
	443
	0,23%

	5.
	Pertanian Lainnya
	314
	0.20%

	6
	Industri Pengolahan
	8.552
	5,41%

	7.
	Perdagangan
	44.182
	27,94%

	8.
	Jasa
	82.242
	52,01%

	9.
	Angkutan
	3.789
	2.40%

	10.
	Lainnya
	17.449
	11,04%


                   Sumber: BPS Kota Yogyakarta, data diolah


Sedangkan kesempatan kerja di sektor informal di Kota Yogyakarta masih terbuka luas, pemerintah saat ini sudah mulai menyediakan tempat-tempat khusus untuk sektor ini terutama para pedagang kaki lima, misalnya di kawasan Malioboro.  Jumlah sektor informal yang terdaftar di dinaskertrans dan tergabung dalam beberapa ikatan pedagang kaki lima berjumlah 328 orang yang tersebar di 14 Kecamatan. Pemerintah dalam hal ini terkadang menjadi fasilitator dalam pertikaian antar anggota serikat pekerja tersebut, selain juga membantu memfasilitasi kelancaran kegiatan serikat pekerja.
       A. 1. 2. Kondisi Umum Perekonomian


Di Kota Yogyakarta kegiatan ekonomi mulai krisis pada tahun 1997 sampai sekarang, untuk sektor informal begitu cepat perkembangannya karena sektor ini merupakan jalan termudah untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Disamping sektor informal, peranan industri di Kota Yogyakarta sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian pada umumnya. Begitu pula sarana perdagangan berupa pertokoan hampir merata pada setiap jalan protokol antara lain kawasan Jalan Magelang, Jalan Malioboro, Jalan Solo, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Brigjend Katamso yang didukung dengan 31 Pasar Tradisonal dan 5 Pasar Modern yang berupa Mall (Malioboro Mall, Ramai Mall, Galleria Mall, Saphir Square dan Plaza Ambarukmo). Adanya Mall menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata belanja yang menarik. Sedangkan  pasar tradisional tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah/daerah. Pasar tradsional di Kota Yogyakarta menempati lahan seluas 108.122 m² dengan 13.242 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 30 persen pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 70 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana prasarana yang masih sangat terbatas.


Perekonomian Kota Yogyakarta didukung juga dengan adanya ekspor. Ekspor komoditas bukan migas pada tahun 2004 meningkat dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 39.418.773 US$ di tahun 2003 menjadi 41.605.120 US$ di tahun 2004. Sebagian ekspor Kota Yogyakarta berasal dari industri kerajinan tangan yang pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah sehingga sulit untuk ditiru dan menjadikannya sebagai komoditas yang dapat bersaing di pasar Amerika maupun Eropa. Komoditas mebel kayu memiliki kontribusi terbesar dengan nilai total ekspor mencapai 19. 916 YS $ atau 47,87 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta.


Selain ekspor, koperasi juga menjadi salah satu tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebanyak 450 koperasi dengan 54.019 anggota. Rasio jumlah anggota koperasi dengan jumlah rumah tangga di Kota Yogyakarta mencapai 39 persen, dimana hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sangat tergantung pada koperasi.75

Kemudian perekonomian daerah dilihat dari kondisi keuangan daerah, selama ini prinsip pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseimbangan antara penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja atau yang dikenal dengan prinsip berimbang dan dinamis. Pada sisi penerimaan/pendapatan dari tahun ke tahun dupayakan untuk dapat meningkat memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan, secara umum upaya ini cukup berhasil, tetapi pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah karena adanya krisis ekonomi.


Penerimaan daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari : (a). Pendapatan Asli Daerah; (b). Dana Perimbangan; (c). Dana Pinjaman; (d). Bagian lain-lain penerimaan yang syah. Yang termasuk Pendapatan Asli Daerah : (a). Penerimaan Daerah dari Pajak Daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan; (b). Penerimaan Daerah dari Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte capil,  retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pasar hewan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan RSUD, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produk usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan; (c) Penerimaan Daerah dari bagian laba Usaha Milik Daerah, yakni BUMD PDAM Tirta Marta, BUMD PD BPR Bank Pasar, BUMD Bank Pembangunan Daerah; (d). Penerimaan Daerah dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah, terdiri dari jasa giro, penerimaan daerah dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang syah.


Sedangkan Dana Perimbangan berupa : (a). Pos Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari  Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penghasilan orang pribadi; (b) Pos Bagi Hasil Bukan Pajak, yakni pemberian hak atas tanah negara, provisi sumber daya hutan; (c) Dana Alokasi yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dan Dana pinjaman yang berupa pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.76 
   A. 2. Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kota Yogyakarta 77

Seperti perjalanan telekomunikasi nasional, pada awalnya penyelenggaraan telekomunikasi hanya dipegang oleh Telkom yang menggunakan jaringan tembaga. Kemudian untuk layanan luar negeri dipercayakan pada Indosat. Saat itulah penyelenggaraan telekomunikasi menjadi duopoli bukan monopoli lagi.


Respon pemerintah dalam menghadapi perkembangan telekomunikasi, terlihat dari pergantian beberapa kali struktur Ditjen Postel. Pada awalnya, Ditjen Postel berada dibawah wewenang Depparpostel. Kemudian Deparpostel diganti dengan Depparsosbud, dan pada tahun 1998 Ditjen Postel dibawah wewenang Departemen Perhubungan. Masih dalam Departemen Perhubungan, pada tanggal 27 April 1999 dibentuk Loka Monitor Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit. Badan tersebut berubah nama menjadi Balai Monitor Frekuensi dan Orbit Satelit pada tanggal 23 Desember 2003. Balai Monitoring dibawah Ditjen Postel, sekarang bukan dalam wewenang Departemen Perhubungan tetapi masuk dalam Departemen Kominfo pada tanggal 30 Januari 2005. Selain membawahi Ditjen Postel, Departemen Kominfo juga membawahi Ditjen SKDI, Ditjen Telematika, dan Badan Diklat/Litbang.


Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Klas II Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo No. 86/Kep/M.Kominfo/10/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Klas II Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Struktural Eselon III B, dan mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi Departemen Kominfo yang berada dibawah langsung kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, secara administratif dibina oleh Sekretaris Ditjen pos dan Telekomunikasi dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direkorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 


Unit Pelaksana teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitor, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.


Fungsi Balai Monitoring secara nyata terlihat pada pasca krisis moneter, dimana Telkom saat itu kesulitan dalam mengembangkan Satuan Sambungan telepon (SST) padahal tuntutan pemakain telepon semakin meningkat. Kanwil Perhubungan kemudian mengajukan permintaan pada Balai Monitoring untuk membantu perluasan jaringan terutama untuk daerah urban, contohnya Bantul. Usaha perluasan jaringan di Bantul tersebut dilakukan salah satu alasannya karena rekomendasi Pakualam. Berawal dari usaha membangun lebih banyak SST inilah, kemudian mulai dilakukan cara memperluas jaringan dengan mengcut-over. Terlalu banyaknya daerah yang tidak tercover maka pembangunan infrastuktur  beralih ke seluler melalui jaringan radio pada tahun 1998, yang banyak melibatkan swasta. Dan saat ini perkembangan jaringan sudah mulai ke arah CDMA.


Balai Monitoring merupakan salah satu wadah kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengaturan frekuensi dan membantu perluasan jaringan. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar kewenangan pemerintah dalam hal kebijakan jasa telepon seluler lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagai daerah yang mengimplementasikan kebijakan pusat, pemerintah daerah Kota Yogyakarta juga berwenang untuk menarik pajak atas bangunan (IMBB) dan retribusi ijin gangguan (HO) atas beroperasinya jasa telekomunikasi bergerak seluler

Itulah peranan pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi yang sekarang telah menuju era kompetisi. Jika menengok kembali penyelenggaraan telekomunikasi dasawarsa yang lalu,  Telkom menguasai pasar fixed phone baik di nasional maupun Kota Yogyakarta. Namun, sekarang mulai tergeser dengan kehadiran telepon seluler di tahun 1995. Pembangunan fasilitas telekomunikasi tidak lagi didominasi Telkom. Sejak telepon seluler diterima di masyarakat luas, dibangunlah ribuan jaringan seluler di berbagai daerah. Meskipun pendirian jaringan telepon seluler atau yang dikenal dengan Base Transceiver System (BTS) terbilang mahal, tetapi pertumbuhannya dari tahun ke tahun sangatlah pesat. 


Perkembangan telepon seluler terlihat jelas dari makin meningkatnya pelanggan jasa telepon selular. Di Kota Yogyakarta terdapat tiga operator telepon seluler nasional yang mempunyai pangsa pasar besar, yaitu Telkomsel, Indosat Satelindo dan Exelcomindo. Jumlah pelanggan ketiganya dari tahun ketahun meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sekitar 60 %, dan perkiraan jumlah pelanggan sekitar 600 ribu.78

Selain jumlah pelanggan yang meningkat, kebutuhan akan kualitas jaringan yang memadai tentunya makin meningkat. Ketiga operator kemudian berlomba-lomba memperbanyak jaringan. Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 139 BTS yang tersebar di berbagai daerah.


Infrastruktur telekomunikasi Kota Yogyakarta jika dibandingkan dengan jumlah sambungan telepon di seluruh Kabupaten se-DIY, paling tinggi jumlah sambungan teleponnya. 
Tabel 2.2
 Jumlah Sambungan Telepon menurut Kapasitas Sentral dan Kabupaten/Kota di Propinsi DIY

	Kabupaten/

Kota
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Kulonprogo
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	2512

	Bantul
	1624
	3876
	3001
	3554
	2832
	3431

	Gunung Kidul
	3260
	3260
	3260
	3260
	3260
	3208

	Sleman
	15852
	20580
	20.580
	25.114
	28.020
	15.246

	Jogja
	109.770
	103.380
	98.275
	91.781
	91.925
	88.905


Sumber: BPS Propinsi DIY

B. Lintasan Sejarah Pembangunan Telekomunikasi di Indonesia

   B. 1. Sejarah telekomunikasi : Peran Negara yang Dominan79

Dalam era informasi dewasa ini, telekomunikasi memegang peranan yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui wahana telekomunikasi, manusia mengadakan saling tukar informasi jarak jauh, baik secara lisan, tulisan, maupun audio visual. Dipacu oleh perkembangan yang cepat di bidang 3C (Computer, Communication, Control), wahana telekomunikasi dari waktu ke waktu semakin canggih. Hal ini dimungkinkan oleh apa yang disebut fenomena sinergetik, yaitu terjadinya interaksi antara ketiga jenis teknologi 3C tersebut. Perkembangan telekomunikasi makin didukung lagi dengan diperkenalkan dan digunakan suatu wahana telekomunikasi supramodern yang memadukan mode-mode telekomunikasi suara, data dan tulisan serta gerak sekaligus, yang dikenal dengan ISDN (Integrated Service Digital Network, Jaringan Digital Layanan Terpadu).


Dalam perspektif global, perkembangan teknologi komunikasi membuat ruang dan waktu bukan lagi kendala bagi terjadinya komunikasi yang intens. Indonesia telah melakukan antisipasi yang tepat terhadap fenomena ini melalui pembangunan jaringan telekomunikasi yang semakin luas jangkauannya dan dengan jenis jasa yang semakin beragam.sarana telekomunikasi pun mengalami perkembangan yang mengesankan dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif (daya jangkau, aksesibilitas, dan kapasitas) maupun kualitas (kecanggihan teknologi, efisiensi, dan mutu pelayanan). Tetapi sejalan dengan itu meningkat pula harapan dan tuntutan masyarakat pemakai jasa telekomunikasi terhadap kapasitas, kualitas, serta ragam pelayanan telekomunikasi yang disediakan oleh badan penyelenggara maupun pihak swasta.


Sejarah telekomunikasi Indonesia berawal dari tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan jasa pos domestik dan jasa telegram internasional. Jasa telepon tersedia pertama kalinya di Indonesia pada tahun1882. Dan sampai dengan tahun 1906, disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. Tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk departemen yang mengendalikan semua jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Tahun 1961, beberapa dari jasa ini dipindahkan ke perusahaan milik negara. Tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi ke dua perusahaan negara, yaitu: Perusahaan Negara Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Tahun 1974, Perusahaan Negara Telekomunikasi dipecah menjadi dua yaitu: Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT Inti. Tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan dari Perumtel ke Indosat. Tahun 1991, pemerintah merubah Perumtel dari Perusahaan Umum menjadi Persero yaitu PT Telkom. Tahun 1992, berdiri PT Lintasarta.

Persiapan dan transisi dari monopoli menjadi berpasangan atau multipoli nampak selama tahun 1989 hingga tahun 1993. Pada awal tahun 1993 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri No. 39 Tahun 1993 yang mengatur jasa telepon dasar dan jenis kerja-sama antara perusahaan swasta dan perusahaan negara (PT. Telkom dan PT. Indosat). Dampak dari kebijakan pemerintah ini adalah pertumbuhan jaringan telepon yang sangat cepat. Selama tahun 1993 banyak perusahaan gabungan didirikan, seperti PT Satelindo yang merupakan joint venture dari beberapa perusahaan telekomunikasi yaitu: Telkom, Indosat, PT Bimagraha Telekomindo, dan DeTeMobil. Pada tahun ini juga berdiri PT Ratelindo yang merupakan joint venture80 antara Telkom dan PT Bakrie Electronics.Tahun 1995 dan tahun berikutnya berdiri beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya, yang di dalamnya PT Telkom mempunyai bagian saham, yaitu:Telkomsel, Komselindo, Mobisel, Metrosel, Pasifik Satelit.


Pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi tidak bisa begitu saja dilepaskan tanpa penanganan secara profesional dan fokus. Maksudnya bahwa masalah telekomunikasi dan informasi tidak lagi dapat "dititipkan" saja pada kementerian lain seperti beberapa periode terakhir ini, karena besarnya permasalahan yang dihadapi dan ditangani. Sejak tahun 1997, penanganan telekomunikasi tidak lagi fokus karena tidak dalam departemen atau kementerian tersendiri, tetapi masuk ke Departemen Perhubungan RI. Meski 15 tahun sebelumnya Pos dan Telekomunikasi yang sejak ada Republik ini masuk urusan Departemen Perhubungan dilepas menjadi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. 
Mungkin saat ini Departemen Perhubungan sudah berbeda arah dengan sektor telekomunikasi, sebab departemen itu lebih fokus ke masalah transportasi yang kini juga berkembang dengan pesat, masalahnya pun kian kompleks. Telekomunikasi juga tidak lagi bisa berdiri sendiri menguasai semua, sebab ada konvergensi antara telekomunikasi dan informasi yang muncul dalam bentuk layanan yang diberikan komputer, serta aspek penyiaran yang kemudian muncul istilah telematika, telekomunikasi, dan informatika.

Konvergensi ini membutuhkan penanganan khusus dan terpadu, karena dalam berbagai hal ia turut aktif dan berperan penuh dalam menumbuhkan ekonomi bangsa. Oleh karena itu perkembangan penanganan bidang telekomunikasi dan informasi saat ini ada di bawah satu departemen dan kementerian. Adanya Departemen Komunikasi dan Informatika yang didirikan pada Tahun 2005 itu sebenarnya sudah menunjukkan kinerja yang berarti. 

    B.2. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

Wahana telekomunikasi yang populer, praktis, dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah telepon. Sedemikian penting peranan wahana telekomunikasi dua arah ini, sehingga isu-isu sekitar pembangunan telekomunikasi di Indonesia lebih banyak didominasi oleh telepon, menyangkut kapasitas satuan sambungannya, jangkauannya, dan mutu pelayanannya.


Dalam lembaran sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan telepon mempunyai cerita yang panjang yang dimulai sejak lebih dari satu abad yang silam. Jaringan telepon lokal pertama dibuka di Jakarta tahun 1882, 12 tahun setelah telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell, dan disusul oleh telepon interlokal tahun 1896 yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.


Sejalan dengan ditemukannya inovasi-inovasi di bidang telekomunikasi, sarana telekomunikasi di Indonesia mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 1927 mulai digunakan telepon radio, dan pada tahun 1934 mulai dipakai telepon otomat81. Sejak telepon otomat digunakan, berakhirlah anekdot yang ditujukan kepada telepon manual yang menggunakan baterai, yaitu setelah diputar berulangkali barulah terjadi pon (percakapan).


Meskipun telepon otomat telah mulai digunakan, yang secara teknologis lebih canggih dari sistem manual, pembangunan jaringan-jaringan telepon baru tetap banyak mengalami kendala. Sampai dengan tahun 1940, misalnya, tidak lebih dari 360 satuan sambungan telepon (SST) yang tersedia, yang umumnya digunakan untuk kepentingan telekomunikasi lokal dan interlokal terutama bagi Pemerintah Hindia Belanda. Barulah setelah merdeka pembangunan jaringan telekomunikasi baru dibuka dan diperluas, baik menggunakan sistem manual maupun otomat. Sentral telepon juga dibangun dimana-mana untuk meningkatkan kapasitas sambungan telepon.


Ada beberapa kecenderungan untuk dicatat dalam perkembangan telepon yang mendominasi awal perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Pertama, meskipun persentase pertambahan kapasitas SST (Satuan Sambungan Telepon) mengalami fluktuasi, jumlah SST terus mengalami peningkatan yang mengesankan. Kedua, tingkat kepadatan telepon terus meningkat.


Dalam perkembangannya, negara-negara berkembang  umumnya mengalami persoalan yang hampir serupa dengan Indonesia yaitu mengenai densitas telepon. Sebagai gambaran, pada tahun 1990 di seluruh dunia terdapat 550 juta SST. Menurut catatan ITU (International Telecomunication Union), dari jumlah tersebut 90% (495 juta SST) dinikmati oleh hanya 15% bagian dunia, yang terdiri atas negara-negara maju. Hanya 10% (55 juta SST) yang dipakai oleh 85% bagian dunia lainnya, yang pada umumnya adalah negara-negara berkembang termasuk Indonesia.82

Menurut data dari PT. Telkom, pada tahun 1991 jumlah sambungan adalah 1,27 juta SST yang meningkat menjadi 6.662.605 SST pada tahun 2000 dan pada akhir 2003 diproyeksikan sebesar 8.478.224 SST dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 19% pertahun. Kepadatan telepon (teledensity) meningkat dari 0,68 sambungan menjadi 3,25 sambungan per 100 penduduk. Pertumbuhan puncak pertahun terjadi pada periode 1994-1995 yang mencapai 30% pertahun. Dengan adanya krisis, pertumbuhan menurun dari tahun 1996-2001 menjadi 11,5% per tahun. Jumlah prasarana telepon umum yang disiapkan oleh Telkom meningkat dari 163.000 buah pada tahun 1997 menjadi 305.222 buah pada tahun 2000 dan pada tahun 2003 diproyeksikan menjadi 442.000 buah termasuk penyelenggara wartel.83

 Jumlah sambungan dan kepadatan telepon di Indonesia sesungguhnya tidak merata di seluruh daerah. Sambungan telepon dan kepadatan telepon di daerah Pulau Jawa sangat tinggi bila dibandingkan dengan sambungan telepon dan kepadatan telepon di luar Pulau Jawa. Penambahan jumlah SST di Indonesia senantiasa berpacu dengan perkembangan penduduk, pertumbuhan kota-kota, perkembangan dunia bisnis dan industri, serta peningkatan kebutuhan masyarakat. Dibandingkan dengan negara lain, teledensiti di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.3
 Teledensiti di Beberapa Negara

	Negara
	1995
	2002

	
	Tetap
	Bergerak
	Total
	Tetap
	Seluler
	Total

	Cina
	3,3
	0,29
	3,59
	16,69
	16,09
	32,78

	India
	1,29
	0,01
	1,30
	3,97
	1,21
	5,19

	Indonesia
	1,69
	0,11
	1,80
	3,59
	5,51
	9,11

	Malaysia
	16,57
	5,00
	21,57
	19,79
	34,88
	51,21

	Philipina
	2,05
	0,72
	2,77
	4,17
	17,77
	21,95

	Singapura
	40,52
	8,68
	49,20
	46,35
	79,13
	125,50

	Thailand
	6,06
	2,26
	8,32
	9,86
	26,04
	22,19

	Vietnam
	1,05
	0,03
	1,08
	6,85
	2,34
	9,19


Sumber : ITU


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa teledensitas Indonesia masih rendah., meskipun mengalami peningkatan di tahun 2002. Teledensiti telepon tetap yang  menunjukkan angka 3,6 masih tertinggal jauh dari Singapura (46,3) yang menduduki teledensiti tertinggi diantara lainnya. Namun tidak begitu jauh dengan India (4,0), Philipina (4,2) dan Vietnam (6,9).  Sedangkan  teledensiti telepon seluler Indonesia (5,5) masih tertinggal jauh dengan negara lainnya, tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan India (1,2).


Konsekuensi dari terbatasnya infrastruktur telekomunikasi yang tersedia tersebut adalah adanya desa-desa yang belum terjangkau fasilitas telekomunikasi. Sampai saat ini terdapat sekitar 43 ribu desa yang termasuk kategori desa yang harus mendapatkan program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (USO). Dalam pelaksanaannya, USO menjadi kewajiban bagi pemerintah dengan peran serta operator telekomunikasi dalam bentuk kontribusi penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan SK Ditjen Postel.84

Sehubungan dengan tingkat teledensitas yang masih jauh tertinggal dengan negara-negara lainnya, Indonesia dituntut untuk meningkatkan menaikkan teledensitinya dan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kenaikan teldensiti 1 % akan membutuhkan investasi untuk 2,2 juta sambungan pelayanan, yang artinya dibutuhkan investasi yang nilainya saat ini berkisar US$ 300 juta.85 


Selain teledensiti yang masih tertinggal, pembiayaan sektor telekomunikasi di Indonesia pun masih cukup rendah dibandingkan dengan dengan negara lainnya.  Perbandingan pembiayaan sektor telekomunikasi Indonesia dengan negara-negara lain dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2.4
 Porsi Pembiayaan Sektor Telekomunikasi dibandingkan PDRB

	Negara
	Pembiayaan sektor Telekomunikasi 

(% dari PDRB)

	Indonesia
	0,6

	India
	1,0

	Malaysia
	2,4

	Philipina
	1,5

	Singapura
	3,7

	Thailand
	1,2


Sumber : Bappenas, 2003


Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Indonesia baru mencapai 0,6% investasi sektor telekomunikasi sedangkan Singapura telah mencapai 3,7%. Tingkat tarif yang layak menjadi isu yang sangat penting agar operator mampu membiayai investasi yang diperlukan. Pada tahun 1995, Indonesia mengadopsi price cap mechanism untuk menentukan kenaikan prosentase tarif maksimal pelayanan jaringan telepon tetap domestik. Ini dilakukan untuk memberikan kemudahan review dan penyesuaian tarif pertahun.


Pada tahun 1999, kenaikan 24% tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan diturunkan menjadi 15%, dan tidak ada kenaikan pada periode 2000-2001. pada 1 Februari 2002, Pemerintah bersama DPR menyetujui kenaikan tarif sebesar 45% yang akan dilaksanakan selama 3 tahun. Kenaikan ini didasarkan pada kebutuhan untuk investasi baru. Pada tahap pertama, kenaikan 15% dilaksanakan segera setelah penetapan. Kenaikan 15% berikutnya dilaksanakan 1 Januari 2003, namun tertunda karena adanya demonstrasi yang menentang kebijakan ini yang bersamaan juga dengan kenaikan BBM dan listrik.
       B. 3. Kompetisi Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keberadaan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, baik yang berbentuk PP, Kepmen maupun Kepdirjen, juga relevan dengan upaya mengurangi keterbatasan akses masyarakat dalam berkomunikasi, baik secara nasional maupun internasional. Karena hukum pertelekomunikasian itu sudah terbuka dan tidak lagi bersifat monopoli. Maka, investor lokal maupun asing akan terdorong untuk berinvestasi di sektor ini. Hal ini berdampak pada menaiknya teledensitas dan ketersediaan berbagai fasilitas telekomunikasi penunjang lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat dalam berkomunikasi. 


Makin terbukanya sektor telekomunikasi ke arah kompetisi, akan banyak memberikan manfaat pada berbagai pihak terutama oleh masyarakat sebagai pelanggan. Dampak ini sudah dibuktikan oleh regulasi selular, dimana sejak awal layanan telepon selular adalah segmen pasar telekomunikasi yang diliberalisasi: terbuka untuk persaingan, terbuka bagi kepemilikan swasta, dan memasukkan perusahaan asing sebagai strategic investor. Diperkenalkannya persaingan di dalam sektor ini terbukti membawa dampak positif seperti tarif yang semakin menurun dan berkembangnya inovasi layanan mulai dari SMS, game, musik, kamera handset, hingga MMS. Inovasi yang menghasilkan produk dan fitur baru ini pada gilirannya mampu mendongkrak permintaan layanan yang akhirnya semakin memperbesar pasar.86

Meskipun PT. Telkom masih memegang kunci dalam skema duopoli bersama Indosat, struktur sektor penyelenggaraan telekomunikasi saat ini mengalami perubahan besar. Dalam struktur kompetisi, penyelenggaraan telekomunikasi dibedakan menjadi beberapa segmen pelayanan:

a. Pelayanan lokal dan interlokal. PT. Telkom masih mendominasi dalam pasar lokal dan interlokal. PT. Indosat  berada dalam posisi yang baik untuk melakukan kompetisi pada beberapa wilayah pasar yang menarik.

b. Pelayanan Internasional. Indosat masih menjadi pemain dominan pada segmen ini, walaupun dihadapkan pada kompetisi yang ketat dengan Telkom yang memiliki posisi sangat bagus untuk memasuki pasar internasional apabila perijinan untuk itu turun.

c. Pelayanan Seluler. Saat ini, kompetisi dilakukan oleh 3 operator nasional yaitu Telkomsel (51%), Satelindo (30%) dan Exelcomindo (17%). Telkom memiliki saham mayoritas di Telkomsel sementara Indosat menjadi satu-satunya pemilik saham di Satelindo.

d. ISP dan pelayanan broadband. Telkom adalah pemain utama.

berikut struktur kompetisi sesuai dengan segmen pasar dan posisi masing-masing operator: 
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Sumber: World Bank (2004)

Gambar 2.1. Struktur Kompetisi


Kompetisi di sektor telekomunikasi ini bisa dilakukan jika mempunyai bentuk yang jelas dan logis untuk dilaksanakan, sehingga investasi yang dilakukan operator untuk masuk ke kompetisi tidak sia-sia. Tetapi hingga kini masih banyak persoalan yang menyangkut kompetisi, misalnya dengan pengaturan penomoran (numbering), formula tarif, interkoneksi dan USO (universal service obligation, kewajiban membangun daerah tertinggal).

Adanya kompetisi dalam jasa telekomunikasi, mengubah pula struktur industri telekomunikasi Indonesia saat ini. Secara singkat terlihat pada gambar 2.2
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Sumber : Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi di Indonesia, 1999

Gambar 2.2 Struktur Industri Telekomunikasi di Indonesia
C. Penutup

Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dikatakan lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti negara berkembang lainnya, persoalan utama adalah karena teledensitas sambungan telepon baik tetap maupun seluler masih kecil. Termasuk di Kota Yogyakarta, padahal tuntutan arus informasi di daerah yang cukup dinamis ini cukup tinggi. Untuk mengubah kondisi tersebut, pemerintah telah berinisiatif mengganti perannya yang monopoli menjadi kompetisi pasca Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pergeseran peran pemerintah tersebut, membuat pemerintah melakukan reformasi di sektor telekomunikasi. Ada beberapa pilihan kebijakan oleh pemerintah suatu negara dalam melakukan pilihan kebijakan :87
1. Komersialisasi dan pemisahan operasi telekomunikasi dari pemerintah

2. Diversifikasi penyediaan telekomunikasi dan membangun kompetisi sektor komunikasi

3. Peningkatan partisipasi sektor swasta

4. Pemisahan dan membangun regulasi sektor telekomunikasi

Kemudian bagaimanakah realitanya perkembangan telekomunikasi di era kompetisi? Pada bab berikutnya akan dihadirkan realita perkembangan telekomunikasi pasca undang-undang anti monopoli yang diuraikan dalam bentuk kontribusi telekomunikasi bergerak seluler di Daerah Kota Yogyakarta. Kontribusi yang dipaparkan akan menjadi landasan untuk melangkah ke bab selanjutnya mengenai peran dan respon pemerintah. Yang tentunya tidak meninggalkan bagaimana setting telekomunikasi dan Kota Yogyakarta yang banyak dijelaskan dalam bab II ini. 
BAB III

KONTRIBUSI JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH


Setelah mengetahui dan mengenali lebih lanjut tentang perkembangan telekomunikasi dalam Bab II, pada bagian ini akan dibahas kontribusi telekomunikasi khususnya jasa telekomunikasi bergerak seluler terhadap pengembangan ekonomi daerah Kota Yogyakarta. Analisis mengenai kedua kontribusi tersebut tentunya tidak terlepas dari acuan kerangka teoritis dan konseptual mengenai telekomunikasi, kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi yang telah dibahas pada Bab I. Pembahasan akan difokuskan pada kontribusi jasa telekomunikasi bergerak seluler terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Untuk memperlihatkan bagaimana kontribusi keduanya di lapangan, penulis memilih Telkomsel sebagai sample industri jasa telepon seluler dengan tidak mengesampingkan penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler lainnya. Pemilihan sampel untuk beberapa data dimaksudkan  sebagai sarana untuk mempermudah analisis semata. Pada akhir Bab ini akan dipaparkan kembali catatan-catatan penting untuk mempermudah mengenali potensi telekomunikasi bergerak seluler secara komprehensif.

A. Kontribusi Sektor Jasa Industri Telepon Seluler Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

      A.1. Kesempatan Kerja di Sektor Jasa Penyelenggara Telekomunikasi 

      Bergerak Seluler


Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat besar dan kompleks. Selain menyangkut jutaan jiwa, juga karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Faktor demografis mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja. Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Hal ini justru berdampak pada pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan tekanan kuat dalam sisi penyediaan tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi secara nasional masih rendah, yaitu hanya 5,4 persen pada tahun 2005, suatu angka yang terlalu rendah untuk dapat menyediakan lapangan kerja baru secara memadai. Akibatnya, angka pengangguran terus meningkat mencapai 9,13 juta jiwa pada tahun yang sama88
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku instansi pemerintah yang salah satu kewajibannya memberi perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan di derah tingkat II, ternyata tidak memiliki peta sektor yang paling memungkinkan menyerap tenaga kerja. Alasannya, sangat sedikit perusahaan yang melapor ke instansi ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor perusahaan setiap ada lowongan kerja. 

...Depnakertrans tidak bisa menyebutkan secara rinci daya serap per sektor karena memang tidak ada data. Yang jelas, pelatihan tenaga kerja diarahkan ke industri karena sektor ini dinilai masih terbuka lebar dan dianggap mampu menyerap banyak tanaga kerja.89
Pelatihan yang diadakan Balai Latihan Ketenagakerjaan (BLK) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Taget dan Realisasi Kegiatan pelatihan Non Institusional menurut Jenis Kejuruan BLK Kota Yogyakarta Tahun 2002

	No.
	Jenis Pelatihan
	Jumlah Target/Realisasi

	1.
	Menjahit
	20

	2.
	Elektro
	20

	3.
	Furniture
	-

	4.
	Sepeda Motor
	20

	5.
	Komputer
	-

	6.
	Bordir
	20

	7.
	Sablon
	20

	
	Jumlah
	100


             Sumber: Dinaskertrans Kota Yogyakarta

Meskipun sangat jarang perusahaan yang melapor jumlah lowongan kerja sehingga tidak mudah untuk merinci daya serap per sektor, tetapi dapat diketahui jumlah tenaga kerja masing-masing perusahaan yang bermukim di Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah tenaga kerja sektor jasa penyelenggara telekomunikasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2
Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Jasa Penyelenggara Telepon Seluler

	No.
	Perusahaan
	Tahun

	
	
	2003
	2004
	2005

	1
	GraPari
	19
	23
	25

	2
	Gerai Halo
	10
	10
	15

	3
	Indosat Satelindo
	31
	35
	40

	4
	Exelcomindo
	23
	25
	39




   Sumber: Dinakertrans Kota Yogyakarta


Diakui Dinakertrans bahwa tidak jarang petugas yang berwenang dari pemerintahan diterjunkan langsung ke lapangan untuk meninjau langsung jumlah tenaga kerja di sebuah perusahaan yang bermukim di Kota Yogyakarta. Ini dilakukan karena perusahaan biasanya enggan melaporkan jumlah tenaga kerja apalagi jumlah lowongan kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selain faktor ketidakacuhan tersebut kadang mereka juga tidak tau aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Ini juga yang terjadi di sektor jasa penyelenggara  telekomunikasi90

Dilihat dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di sektor jasa penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak meningkat secara pesat. PT. Indosat Satelindo yang beroperasional di dua tempat yaitu Galeri di daerah Kotabaru dan kantor pemasarannya di Saphir Square, menurut data dari Dinaskertrans mempunyai rata-rata jumlah tenaga kerja terbanyak. Diikuti oleh PT. Exelcomindo Pratama, yang mempunyai kantor pemasaran yang cukup besar dan sekaligus pusat pelayanan. Dari tiga operator nasional yang membuka kantor pelayanan di Yogyakarta, PT. Telkomsel mempunyai jumlah tenaga kerja yang paling kecil. Ini disebabkan karena untuk regional V Jawa Tengah, kantor pemasaran dan pelayanan dipusatkan di Semarang dan cenderung memperluas tenaga kerja dalam sistem distribusi produknya. Dari data tersebut, juga didapatkan perusahaan jasa telekomunikasi bergerak seluler yang terdaftar di Dinaskertrans adalah GeraiHalo, yang jumlah tenaga kerjanya tidak terlalu besar dibandingkan penyelenggara jasa telekomunikasi yang lain. 


Selain data dari Dinaskertrans, hasil pemantauan penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Dinaskertrans hanya merupakan karyawan inti dari perusahaan telekomunikasi tersebut. Jika ingin merunut lebih jauh, dalam perusahaan tersebut ada pegawai yang berprofesi diantaranya sebagai sopir, office boy, tenaga lepas harian dan surveyor.91 Berdirinya perusahaan telekomunikasi di Kota Yogyakarta tentunya membuka kesempatan masyarakat sekitarnya, dan dapat meningkatkan kesejahteraan kaum urban.


Terbukanya lapangan pekerjaan di daerah akibat dari berdirinya perusahaan penyelenggara jasa tetekomunikasi bergerak seluler tersebut, dapat dilihat dari kemunculan agen penyalur tenaga kerja jasa telekomunikasi. Perusahaan yang bernama PT. Medcom Cipta Kreasi ini bekerja sama dengan Dinaskertrans dan swasta penyelenggara jasa telekomunikasi. Tujuan kerjasama tersebut ialah untuk mendapatkan SDM daerah, dan diharapkan bagi pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Dari kerjasama ketiganya, sudah berhasil menempatkan 43 tenaga kerja sejak Tahun 2004 lalu. Uraian lebih rincinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Tenaga Kerja yang Berhasil Ditempatkan oleh

 PT. Medcom Cipta Kreasi

	Waktu Penempatan
	Jumlah Penempatan

	Tahun
	Bulan
	PT. Trikomsel
	PT. Exelcomindo
	PT. Medcom 

	2004
	Desember
	2
	2
	 -

	2005
	Januari
	1
	1
	3

	2005
	Maret
	4
	 -
	- 

	2005
	April
	1
	1
	1

	2005
	Mei
	13
	9
	5



Sumber: Dinakertrans Kota Yogyakarta


Berdasarkan angka-angka yang dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa kesempatan kerja di industri jasa telekomunikasi bergerak seluler yang berkembang dasawarsa terakhir di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun meningkat dan mulai dilirik perkembangannya oleh pemerintah dan perusahaan swasta lainnya. Merebaknya pendirian jaringan seluler di Kota Yogyakarta di tahun 2003, menandakan makin majunya telekomunikasi bergerak seluler dan  dibaca oleh PT. Medcom  Cipta Kreasi sebagai pembukaan kesempatan kerja di sektor telekomunikasi. Meskipun angka penyerapan tenaga kerja atas kontribusi jasa telekomunikasi bergerak seluler tidak sebesar tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri, yaitu sebanyak 24.759 orang, namun setidaknya memberikan peluang kerja bagi lulusan minimal SLTA untuk bekerja di sebuah perusahaan nasional yang beroperasi di daerah. 


Jumlah pencari kerja di Kota Yogyakarta menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sampai bulan Juni 2004 sebanyak 14.525 orang dengan jumlah lulusan terbanyak berasal dari perguruan tinggi yaitu 6.992. Rincian jumlah pencari kerja tersebut adalah sebagai berikut :92
· Tamatan SD/SLTA : 206 orang

· Tamatan SLTA : 6.509 orang

· Tamatan Akademi/Sarjana Muda : 780 orang

· Tamatan S1 : 6.992 orang

· Tamatan S2 : 38 orang 


Seberapa besar kesempatan kerja di sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler ini dapat dilihat dari pola kemitraan yang terbentuk. Dengan mengambil penelitian di Telkomsel diharapkan mampu menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan jasa penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler berpengaruh dalam meningkatkan peluang usaha dan tenaga kerja. Penjelasannya tentang kebijakan tenaga kerja di perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah dapat dilihat dalam uraian berikut.

   A. 2. Pola Kemitraan Membuka Lapangan Pekerjaan 


Perusahaan atau dunia bisnis global tidak dapat dibatasi secara geografis dalam kebijaksanaan SDM mereka. Dunia bisnis global harus mampu merekrut, melatih dan menempatkan para pakar atau ahli mereka yang terbaik serta menempatkan manajer mereka yang paling efektif dilokasi geografis, memenuhi ketentuan pasar, teknologi dan lingkungan, kualifikasi demikian membutuhkan keterampilan yang terbaik tanpa memperdulikan kebangsaan dan hal ini merupakan suatu proses pencarian sumber daya global. 93 Begitu pula dalam bisnis industri telekomunikasi bergerak seluler, pencarian sumber daya global dipengaruhi oleh kebijaksaan SDM perusahaan.


Salah satu contoh kebijaksanaan SDM yang diambil ialah melalui pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Telkomsel. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis telekomunikasi seluler ini, sejak awal berdirinya menerapkan pola kemitraan untuk produk Telkomsel dengan membuka pusat-pusat layanan pelanggan yang tersebar di seluruh pelosok nusantara yang terkenal dengan nama GraPari. GraPari di Yogyakarta di pusatkan di Jalan Jenderal Sudirman yang termasuk kawasan administratif Kota Yogyakarta. Untuk membantu operasional GraPari, kadangkala terdapat service outlet yang biasanya bertempat di pusat-pusat perbelanjaan atau pusat perdagangan. GraPari dan service outlet ini, dari operasional hingga pengelolaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Berbeda dengan GeraiHalo dan dealer-dealer yang juga termasuk dalam lingkaran kemitraan Telkomsel. Meskipun keduanya berhubungan erat dengan produk Telkomsel, pengelolaan tidak menjadi tanggung jawab perusahaan tetapi diserahkan kepada masing-masing pemilik distributor tersebut. Dengan kata lain, GeraiHalo dan Dealer merupakan usaha franchaising Telkomsel. Yang membedakan keduanya adalah pada modal awal dan recruitment pegawai. Dalam GeraiHalo, Telkomsel berhak menerapkan SDM sesuai dengan standar perusahaan. Standar kualitas ini dilakukan pada saat proses recruitment pegawai dan training. Upaya ini mempunyai maksud bahwa sebagai mitra Telkomsel, diharapkan GeraiHalo juga mempunyai kualitas seperti karyawan Telkomsel yang sudah menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terkenal di Indonesia. Kemudian GeraiHalo juga harus bertanggung jawab terhadap dealer-dealer resmi yang telah terdaftar Telkomsel, dalam arti segala hal yang menyangkut produk Telkomsel dilayani di GeraiHalo. Adapun dealer-dealer yang ada juga memasarkan produk Telkomsel melalui outlet-outlet atau pedagang voucher yang tersebar disekitarnya. Baik dealer maupun outlet, pengelolaan dan tenaga kerjanya sudah bukan menjadi tanggung jawab Telkomsel lagi. Namun bagi dealer resmi yang berdiri di suatu regional tetap harus melalui seleksi dari Telkomsel. Dari uraian diatas, pola kemitraan untuk produk Telkomsel yang disebut Distribusi Open Channel dapat digambarkan secara singkat melalui bagan sebagai berikut :94

…………………………………………………………………………………………




………………………………………………………………………………………….

        D.2.1 Gerai Halo Sebagai Kepanjangan Tangan Dari Telkomsel95

Pelaku bisnis dapat dikatakan besar jika ia tidak tumbuh besar sendiri. Ia menjadi besar juga jika sekaligus mengajak orang untuk ikut tumbuh, tidak menikmati keberhasilan dan pertumbuhannya sendiri tanpa peduli sekitar. Apalagi pemilik produk tak akan bisa lebih maju tanpa bantuan, misalnya distributor. Mengajak orang lain ikut juga mengurangi risiko dan biaya perusahaan, karena semua bisa dibagi terutama resiko dengan pihak lain.


Hal semacam dilakukan oleh PT. Telkomsel yang mulai menyerahkan pusat-pusat pelayanannya kepada mitra, dengan pola franchising. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai bagaimana pola kemitraan PT. Telkomsel, jika semula operator seluler dengan pelanggan terbanyak itu mengerjakan sendiri lewat GraPari atau care center-nya96, kini mereka mengajak pengusaha lokal untuk mengambil alih pekerjaan itu, yang lalu dinamai GeraiHalo. Kebijakan perusahaan ini perlu dilakukan, apalagi pertumbuhan industri seluler di Tanah Air begitu pesat selama 10 tahun terakhir yang mencapai sekitar 70 persen setahun, selain upaya membuka lapangan kerja baru.


Sepintas GeraiHalo tak bisa dibedakan dengan GraPari, karena tampilan keduanya mirip dengan pola house style yang baku. Isinya pun sama, layanan pelanggan untuk kartu Halo maupun penjualan kartu perdana dan voucher Simpati. Bagi masyarakat, layanan yang didapat antara lain aplikasi kartu Halo, mutasi masuk atau keluar, ganti kartu, blokir dan bukan blokir, ganti nama, ganti alamat, migrasi, pengisian feature, bayar tagihan lewat kartu kredit atau kartu debet dan beberapa lagi. GeraiHalo juga diberi otoritas untuk mengaktivasi pelanggan kartu Halo baru. Namun demikian, mitra PT Telkomsel itu diarahkan untuk menggarap wilayah yang belum dilayani oleh GraPari Telkomsel. 


Saat ini Telkomsel telah memberikan franchising kepada pengusaha di 13 lokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut rencana, tahun 2003 ini akan dibangun lagi 43 GeraiHalo di seluruh Indonesia. Sementara GraPari, PT Telkomsel memilikinya sebanyak 66 buah yang tersebar di seluruh Nusantara, di sembilan wilayah regionalnya. Pada prinsipnya, satu gerai atau GraPari bisa dibangun jika jarak antaranya dalam perjalanan di kota setengah jam dan di luar kota dua jam.


Dalam kerja sama dengan Telkomsel, pengusaha hanya menyediakan tempat dan karyawan, sementara pengaturan isi termasuk pewarnaan dan penataan ruangan dilakukan oleh Telkomsel. Bahkan juga komputer dan sambungan komunikasi on line lewat VSAT, disiapkan oleh PT Telkomsel. Tak kurang dari Rp 200 juta untuk modal membeli tempat dan merapikannya. 


Karena kartu Halo sarat teknologi informasi, Pengelola gerai mendapat biaya pengelolaan (management fee) yang dihitung dari berapa besar biaya operasi yang dikeluarkan pengelolanya. Misalnya, satu gerai wajib menjual kartu Halo, menjual Simpati perdana dan voucher serta merawat (maintain) pelanggan, di antaranya memberi perhatian bagi yang terlambat membayar tagihan. Satu pengelola gerai di satu tempat terpencil diwajibkan menjual atau mendapat sedikitnya 10 pelanggan Halo sebulan, atau di tempat ramai 100 pelanggan. Kalau lebih dari target tiga bulanan, selain mendapat fee juga bonus. Tetapi kalau kurang walau cuma satu buah dari target, fee akan dipotong 25 persen.  


Menurut hitungan, omzet gerai sehari sekitar Rp 6 juta, meski buka hanya disesuaikan dengan jam kerja kantoran, seperti juga gerai yang buka di ruko. Untuk bisa membangun kerja sama dengan Telkomsel, mitra harus punya ruangan sedikitnya 40 meter persegi, menyediakan pegawai dengan kualitas setara pendidikan D3, mengikuti pelatihan dan akan mendapat seragam dari Telkomsel. Tetapi yang penting, calon mitra haruslah punya pengalaman di bisnis ponsel, paham mengenai seluler, paham prospek pasar karena ada target penjualan kartu Halo yang harus dipenuhi.

      D. 2. 2. Ki-sel sebagai GeraiHalo di Kota Yogyakarta97

Seperti kebanyakan perusahaan pada umumnya, sebagai sebuah perusahaan Telkomsel juga mempunyai koperasi karyawan. Di Kota Yogyakarta, koperasi ini bertempat di Jl. Prof. Dr. Yohanes, Sagan dan dikenal dengan nama Ki-sel. Ki-sel ini selain berfungsi sebagai koperasi Telkomsel, juga sekaligus mempunyai fungsi sebagai GeraiHalo. Walaupun Ki-sel adalah suatu koperasi, namun tidak menyediakan barang-barang kebutuhan pokok karyawan sehari-hari. Ki-sel disini selain menyediakan segala produk Telkomsel, simpan pinjam karyawan, juga menyediakan tenaga lepas harian (TLH) sampai office boy serta driver.


Telkomsel berhak atas seleksi penerimaan pegawai Ki-sel. Oleh karena itu para karyawan Ki-sel dan GraPari Yogyakarta sangat erat hubungannya, hampir setiap hari melakukan komunikasi dengan karyawan GraPari yang bersangkutan, biasanya bersangkutan dengan penambahan jumlah pelanggan dan stok produk Telkomsel. Untuk itulah, mengapa banyak karyawan GeraiHalo banyak yang menyebutnya sebagai karyawan PT. Telkomsel. 
   D. 3. Keberadaan Dealer dan Pedagang Voucher di Kota Yogyakarta    

Pola Kemitraan produk Telkomsel selanjutnya setelah GeraiHalo adalah dealer resmi Telkomsel.98 Dari 9 Dealer resmi PT. Telkomsel Yogyakarta, Ada 5 dealer  yang bertempat di Kota Yogyakarta. Kesembilan dealer tersebut adalah sbb :

Tabel 3.4
Dealer-Dealer Resmi PT. Telkomsel Yogyakarta

	No.
	Dealer
	Alamat

	1.
	Sentra Ponsel
	Mall Galeria lantai 1 Unit 15-16, Yogjakarta

	2.
	CV Multintes
	JTC Wisma Hartono, Jalan Jendral Sudirman No.3, Yogjakarta

	
	
	Ramai Mall Lantai 1, Yogjakarta

	3. 
	Jala Kencana 
	Jalan Magelang No.103, Yogjakarta

	4. 
	Leo Phone
	Jalan Mataram No. 63, Yogjakarta

	5.
	UD Antares
	Jalan Ikhlas No. 1, Magelang

	6. 
	Prima Phone
	Jalan Gejayan No. 5, Yogjakarta

	7.
	Artha Graha
	Jalan Kaliurang Km.7, Yogjakarta

	8.
	Akar Daya
	Jalan Kaliurang Km.5,3 No.12, Yogjakarta

	9.
	Mitra Sejati
	Jalan Ahmad Yani No. 99, Purworejo


Sumber : GraPari Yogyakarta

 
Bertempatnya kelima dealer resmi Telkomsel di Kota Yogyakarta, salah satu alasannya karena faktor efisiensi. Setiap hari mereka akan sering berhubungan dengan GraPari yang berada di Kota Yogyakarta. Sehingga harus mempertimbangkan faktor jarak dan waktu. Grapari sendiri memilih membuka penyelenggaraan jasanya di Kota Yogyakarta, mengingat perekonomiannya yang paling maju dibandingkan dengan Daerah Tingkat II lainnya dan merupakan ibukota Propinsi DIY. Disini terlihat bahwa Kota Yogyakarta mempunyai daya tawar bisnis yang lebih besar daripada daerah lainnya. Tinggal bagaimana Daerah mampu mengolahnya secara optimal.


Keberadaan dealer di Kota Yogyakarta tentunya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Dan sebagian besar yang bekerja di perusahaan tersebut merupakan penduduk Kota Yogyakarta. 


...karyawan dealer resmi Telkomsel di Kota Yogyakarta rata-rata berjumlah 20 orang. Dan kebanyakan karyawan yang bekerja disana berasal dari sekitar Propinsi saja. Proses rerruitment sudah bukan menjadi tanggung jawab Telkomsel.99

Ada lagi dampak positif dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta yang sering terabaikan perkembangannya. Maraknya pedagang voucher yang hampir tersebar merata di Kota Yogyakarta ini, dipandang saat ini belum memerlukan pemerintah sebagai fasilitator. Terbukti dengan belum adanya pusat penjualan voucher di Kota Yogyakarta yang difasilitasi pemerintah. Baru-baru ini baru direspon dengan adanya pusat penjualan handphone di Jogjatronik. Padahal ada banyak jasa penjualan voucher yang dibuka di Kota Yogyakarta.   


Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, jumlah pedagang voucher di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Jumlah  Jasa Penjual Voucher di Kota Yogyakarta  

	No.
	Kecamatan
	Jumlah Kios
	Jumlah PKL
	Jumlah Total

	1.
	Mantrijeron
	39
	-
	39

	2.
	Kraton
	43
	3
	46

	3.
	Mergangsan
	53
	1
	54

	4.
	Umbulharjo
	108
	12
	120

	5.
	Kotagede
	41
	-
	41

	6.
	Gondokusuman
	64
	8
	72

	7.
	Danurejan
	12
	9
	21

	8.
	Pakualaman
	26
	2
	26

	9.
	Gondomanan
	16
	5
	21

	10.
	Ngampilan
	17
	-
	17

	11.
	Wirobrajan
	38
	-
	38

	12.
	Gedongtengen
	49
	5
	54

	13.
	Jetis
	56
	19
	75

	14.
	Tegalrejo
	40
	15
	40

	
	Jumlah
	600
	79
	679


Sumber: diolah dari data lapangan


Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam jasa ini, diketahui lewat penggunaan sampel. Dari pemilihan sampel yang berjumlah 30, didapatkan bahwa tenaga kerja kios penjual voucher rata-rata berjumlah 4 orang dan jumlah tenaga kerja penjual voucher kaki lima rata-rata adalah 2 orang.100  


Melalui penggambaran di atas dapat dilihat bahwa dengan berkembangnya telekomunikasi bergerak seluler menunjukkan kontribusi dengan makin banyaknya penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Yogyakarta. Kesempatan kerja menyentuh segala lapisan masyarakat, yaitu dari masyarakat berpendidikan tinggi hingga tenaga terampil dan dari yang bermodal besar hingga kecil. Jika diakumulasikan, jumlah tenaga kerja sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler sebanyak 2.707 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Telekomunikasi Bergerak Seluler di Kota Yogyakarta Tahun 2005

	No.
	Kesempatan Kerja
	Jumlah Tenaga Kerja

	1.
	Perusahaan Penyelenggara Jasa
	119

	2.
	Tak langsung(
	30

	3. 
	Outlet (Kios)
	2.400

	4.
	Outlet (Pedagang Kaki Lima)
	158

	
	Jumlah Total
	2.707


Sumber: diolah dari data lapangan


Jika melihat data BPS, seperti yang tertuang dalan Tabel 3.1 tentang penduduk usia kerja menurut lapangan usaha, sektor telekomunikasi tidak dicantumkan secara rinci dalam lapangan usaha. Namun dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja sektor telekomunikasi, dalam hal ini bergerak seluler, lebih besar dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kemudian jika termasuk dalam sektor perdagangan (44.1822), sebesar 6,1% berada dalam sektor telekomunikasi.


Dari semua uraian yang dijelaskan mengenai apa saja kontribusi sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler, didapatkan bahwa kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Kota Yogyakarta mempunyai potensi ketenagakerjaan atas berkembangnya jasa telekomunikasi bergerak seluler. Potensi tenaga kerja yang diserap dalam jasa telekomunikasi bergerak seluler ialah :

1. Mencetak sumber daya manusia  yang tinggi. Ini dapat ditunjukkan dalam potret kecil salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler, yaitu PT. Telkomsel yang  dengan pola kemitraan dari karyawan GraPari hingga dealer-dealer resminya tentunya selain mengerti teknologi dituntut untuk mengikuti globalisasi.

2. Jaringan pemasaran yang luas. Pola kemitraan penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler, salah satunya yang diselenggarakan oleh PT. Telkomsel, membuka peluang usaha yang berkorelasi dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak jaringan yang dibentuk oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler, sebaiknya direspon positif oleh pemerintah dengan mempunyai data statistik yang akurat tentang banyaknya tenaga kerja yang diserap dan jumlah lowongan kerja.

3. Menjangkau masyarakat luas dari pengusaha bermodal besar hingga dengan modal rendah tetapi lebih prestise dibandingkan dengan membuka usaha di sektor lainnya. Ini tentunya dapat direspon sebagai iklim usaha jasa yang menarik, mengingat Kota Yogyakarta adalah daerah yang perekonomiannya salah satunya ditopang oleh penyelenggaraan jasa.


Perkembangan sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler tidak bisa dipandang hanya melalui kacamata ekonomi semata, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentu sangat membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Kota Yogyakarta. Penyerapan tenaga kerja di dalam jasa penyelanggara telekomunikasi bergerak seluler ini, tidak terlepas dari diimplementasikannya kebijakan kompetisi telekomunikasi seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dan pada akhirnya didapatkan bahwa dengan berkembangnya jasa telekomunikasi bergerak seluler mempunyai potensi ketenagakerjaan yang patut diperhitungkan. Perkembangan ini tentu memerlukan iklim yang sehat dan regulasi yang tepat, dalam hal ini pemerintah berhak dan berkewajiban mewujudkannya.
B. Kontribusi telekomunikasi bergerak seluler Terhadap Pendapatan Daerah

 
Jika Kota Jakarta berencana memiliki ketentuan tentang pemungutan pajak dan retribusi bagi penyelenggara jasa telekomunikasi. Mengapa Kota Yogyakarta belum? Setidaknya ini yang menjadi pertanyaan mendasar penulis saat ingin mengetahui seberapa besar pendapatan yang diterima Kota Yogyakarta atas berkembangnya telekomunikasi bergerak seluler. Sulit melacak dari mana saja pendapatan pemerintah atas penyelenggaraan jasa ini. 


Meskipun pemberlakuan perda tentang pajak dan retribusi di kedua kota tersebut menuai banyak kontra di kalangan swasta penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler, setidaknya pemerintah daerah tanggap atas potensi yang dimiliki daerahnya. Walau mungkin penerapnnya kurang sesuai dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.


Kontribusi telekomunikasi dalam pendapatan Kota Yogyakarta sendiri masih sebatas perizinan, baik saat mendirikan perusahaan maupun pendirian infrastruktur jaringan. Pendapatan dari sektor jasa ini jelas terlihat pada saat pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak seluler, dan dinas perizinan menikmati pemasukan dari pendirian Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh Kota Yogyakarta. Sejak terminasi dini kebijakan kompetisi telekomunikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tahun 2003 makin marak dengan pendirian BTS yang tentunya hasil tersendiri bagi dinas perizinan, seperti yang diungkapkan berikut ini :


....sejak tahun 2003 izin pendirian BTS mulai mengalami peningkatan pesat. Semua operator yang akan mendirikan jaringannya wajib melalui proses perizinan, tak terkecuali IMBB.101

Tak jelas mengapa pemerintah belum menggali secara optimal potensi sektor jasa telekomunikasi bergerak seluler, padahal jelas tertuang dalam Rencana Strategis Daerah tahun 2004-2008 bahwa Kota Yogyakarta merupakan daerah berbasis sektor jasa.105 Tentunya pemerintah juga tidak mengabaikan kepentingan swasta yang dalam hal ini sedang berinvestasi di Kota Yogyakarta. Respon Pemerintah Kota inilah yang akan ditelusuri pada bab berikutnya.

    B. 1. Pendapatan di Dinas Perizinan


Jika melihat kontribusi telekomunikasi bergerak seluler terhadap pendapatan daerah, berarti berbicara mengenai nominal yang masuk ke kas daerah. Seperti yang telah disebutkan diatas, kontribusi langsung yang di bayarkan ke Pemerintah Kota adalah sebatas perizinan. Namun, secara tidak langsung dengan adanya penyelenggaraan telekomunikasi ini akan memberikan efek ganda terhadap peningkatan penerimaan daerah.


Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1988 tentang IMBB ada beberapa prosedur yang harus dilewati jika seseorang atau perusahaan mendirikan bangunan untuk digunakan sebagai tempat usaha yaitu : (1). Mengambil dan mengisi formulir, (2). Surat Keterangan dari RT, RW, Lurah, dan Camat Setempat, (3). Fotocopy sertifikat tanah, (4). Penyelidikan tanah, misalnya jenis tanah, kedalaman, pondasi, (5). Sosialisasi warga, dituangkan dalam berita acara sampai 4 kali, (6). Rekomendasi dari dinas perhubungan dan Lanud. Prosedur ini pun harus dilewati oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, selain sewaktu mendirikan perusahaannya juga pada saat akan mendirikan BTS. 

Menurut laporan Dinas Perizinan jumlah IMBB dari tahun ke tahun yaitu :

Tabel 3.7
Jumlah Bangunan Tempat Usaha Yang Terdaftar Dalam IMBB Dinas Perizinan Tahun 2001-2005

	No.
	Tahun
	Jumlah

	1.
	2000
	705

	2.
	2001
	916

	3.
	2002
	1071

	4.
	2003
	1113

	5.
	2004
	1142

	6.
	2005
	1070





Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta


Dari sekian banyaknya IMBB yang terdaftar di dinas perizinan, sebagian besar adalah izin membangun bangunan untuk tempat usaha dari kios kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi di Kota Yogyakarta. Pendirian BTS masih sebagian kecil dari jumlah total bangunan yang terdaftar di dinas perizinan. Menurut data dari Balai Monitoring Spektrum dan Orbit Satelit DIY, ada 139 BTS yang tersebar di Kota Yogyakarta. Cukup mencolok perbedaannya dari yang terdaftar di dinas perijinan yang hanya berjumlah 10. Meskipun begitu, untuk pendirian satu BTS pemasukan dalam IMBB cukup besar dibandingkan dengan pendirian usaha lainnya yang terdaftar dalam Dinas Perizinan tersebut.102

Dari tahun ke tahun jaringan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Banyaknya perusahaan yang mendaftar dan besarnya jumlah pemasukan IMBB disajikan dalam tebel berikut :

Tabel 3.8
Jumlah BTS dan Jumlah Pendapatan Pendirian BTS dari Tahun 2000-2004

	No.
	Tahun
	Jumlah Penyelenggara Jasa Telepon  Bergerak Seluler
	Jumlah 

Bangunan / BTS
	Jumlah Pendapatan

(Rp)

	1.
	2000
	2
	3
	328. 700

	2.
	2001
	1
	9
	978.100

	3.
	2002
	2
	9
	1.925.100

	4.
	2003
	4
	10
	2.311.800

	5.
	2004
	1
	1
	140.700


Sumber : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta


 Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa akibat dari kebijakan kompetisi telekomunikasi yang memasuki terminasi dini, pendirian BTS makin marak di berbagai daerah. Ini juga terlihat dalam jumlah IMBB dari penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler yang meningkat dengan jelas ditahun 2003. Ini juga menandakan kebutuhan masyarakat akan komunikasi makin besar karena dari tahun ke tahun jumlah pelanggan telepon seluler mengalami peningkatan.


Ada lagi yang harus dipatuhi bagi para penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler dalam mendirikan BTS. Mereka berkewajiban untuk membuat dan membayar retribusi izin ganguan (HO). Prosedur membuat izin gangguan (HO) tidak begitu rumit, cukup dengan menyertakan KTP dan persetujuan dari warga sekitar. Namun di balik pendirian BTS tersebut masih menyisakan sekelumit permasalahan


Oleh karena itulah mengapa banyak perusahaan telekomunikasi bergerak seluler enggan berurusan dengan prosedur izin gangguan (HO) yang dianggap menghambat pendirian BTS. Dan pada akhirnya pendapatan yang masuk ke dinas perekonomian pun tidak optimal.103
Tabel 3.9
Jumlah Perusahaan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jumlah Pendapatan yang Terdaftar di Dinas Perekonomian dari Tahun 2002-2004

	No.
	Tahun
	Jumlah Perusahaan
	Jumlah Pendapatan

(Rp)

	1.
	2002
	1
	255.000

	2..
	2003
	1
	270.000

	3.
	2004
	5
	1.090.500



Sumber : Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta


Baik IMBB maupun HO, besarnya ditentukan perhitungan yang telah ditetapkan. Tempat dimana pendirian bangunan atau usaha pun cukup mempengaruhi jumlah retribusi daerah. Kota Yogyakarta terbagi atas 5 kawasan, yaitu:

1. Khusus, misalnya Jln. A.M. Sangaji, Kotagede

2. Perdagangan, misalnya Jln. Magelang, Kyai Mojo, Gedongkuning

3. Penyangga Budaya, misalnya Jln. Letjen Panjaitan, Minggiran, Jogokaryan

4. Penyangga Alam, misalnya Jln. Cik Di Tiro, Jln. Jenderal Sudirman, Gondolayu

5. Pemukiman , misalnya wilayah Karangwaru, Blunyah, Pakuningratan

Kawasan khusus ditetapkan sebagai kawasan yang paling menguntungkan, karena banyaknya industri yang berdiri dan dianggap strategis untuk lingkungan bisnis. Begitu pula dengan pendirian BTS, menurut hasil pemantauan bahwa BTS dan jumlah pedagang voucher banyak tersebar di kawasan khusus. Oleh karena itu pemerintah harus tepat dalam menentukan kawasan tersebut, karena suatu daerah dapat berubah perkembangannya dan tentunya akan mempengaruhi pemasukan di daerah baik itu dalam bentuk retribusi maupun pajak.

         Meskipun sebatas IMBB dan HO, dalam hal ini menyangkut perizinan, jika pemerintah tidak mengoptimalisasi peranannya maka dapat menghambat laju pertumbuhan jasa telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta. Setidaknya dengan memperlakukan sektor jasa telekomunikasi dengan khusus, akan mempermudah masuknya investasi ke daerah yang nantinya akan berdampak positif kepada pendapatan daerah
    B. 2. Peluang Investasi dan Pemasaran Potensi Wilayah

Mengelola bisnis telekomunikasi di Tanah Air, kelihatannya tak mungkin dengan cuma bersandar pada hukum-hukum bisnis, bagaimana investasi serendah mungkin, tetapi mendapat keuntungan setinggi-tingginya. Menjalankan bisnis yang menyangkut hajat hidup banyak orang dalam kesehariannya, ada sisi yang tidak bisa diterima para pelaku usaha, businessman, dari kelas dunia sekali pun. Telekomunikasi juga transportasi, punya sisi lain yaitu sebagai agen pembangunan, agent of development. 


Investasi telekomunikasi bergerak seluler pun tentunya dibutuhkan sebagai agen pembangunan, karena nilai investasinya di Kota Yogyakarta tidak bisa terbilang kecil.

Tabel 3.10
Investasi Non PMDN/PMA berdasarkan Penerbitan Izin Gangguan (HO) Tahun 2001-Oktober 2005

	No
	Tahun
	Jumlah Unit
	Nilai Investasi (US$)
	Tenaga Kerja

	1
	2001
	119
	2.520.000
	270

	2
	2002
	127
	1.102.949.600
	578

	3
	2003
	84
	2.807.665
	315

	4
	2004
	42
	2.316.500
	211

	5
	2005
	21
	535.500
	83


           Sumber : diolah dari data Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta


Kota Yogyakarta memiliki berbagai predikat antara lain sebagai Kota Pelajar, Kota Tujuan Wisata, Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Transit dan juga sebagai Ibu Kota Propinsi DIY merupakan pelayanan jasa yang akan berdampak luas terhadap kegiatan perekonomian.104

Hal tersebut merupakan salah satu peluang atau daya tarik tersendiri bagi calon investor untuk menanamkan modalnya atau investasinya di Kota Yogyakarta ditunjang dengan biaya hidup yang relatif murah, tenaga kerja yang banyak sesuai keahliannya, tingkat keamanan yang baik, sarana dan prasarana transportasi memadai, dan lain-lain. Semua itu dapat menjadi bahan pertimbangan yang menguntungkan bagi calon investor untuk menanamkan modalnya dan sebagai inspirasi untuk menumbuhkan peluang usaha baru.


Dalam rangka inventarisasi peluang penanaman modal di Kota Yogyakarta untuk sektor swasta ada beberapa peluang penanaman modal prospektif antara lain : Pengembangan Kebun Raya kebun Binatang (KRKB) Gembira Loka, Pengembangan LPK Nusantara, Pengembangan Pusat Seni dan Budaya Purawisata, Industri Musik dan Recording, Kerajinan Ban dan Vulkanisir Ban, Persewaan Properti untuk Kantor atau Tempat Usaha, Industri Pengemasan, Jasa Perbengkelan, Jasa Parkir atau Gedung Parkir, Jasa Impresariat (Event Organizer), Persewaan dan Perawatan Tanaman, Jasa Angkutan Lokal, Jasa Kesehatan.105

Dari profil penanaman modal Kota Yogyakarta tersebut, menyatakan secara implicit bahwa Kota Yogyakarta merupakan Kota yang berbasis pelayanan jasa dan kegiatan perekonomiannya meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan makin banyaknya kebutuhan akan telekomunikasi bergerak seluler. Kemudian para para penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler pun akan berlomba-lomba untuk menanamkan investasinya. Para operator tersebut biasanya menjatuhkan pilihan investasinya di daerah yang memiliki mobilitas tinggi, karena mereka pun tidak ingin merugi. Menurut pihak penyelenggara jasa telekomunikasi pasar jasa telekomunikasi di Kota Yogyakarta cukup menarik.


....dinamika masyarakat jogja bagus sekali untuk meraup pangsa pasar seluler. Apalagi penduduk disini rata-rata sudah mengenal teknologi dengan baik. Oleh karena itu banyak operator swasta yang investasi di Jogja106

Para penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler pun berlomba-lomba berinvestasi merebut pasar di Kota Yogyakarta dengan memperbanyak jaringan infrastrukturnya. Kompetisi dalam penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler lebih terasa disaat sekarang daripada di era fixed phone dahulu, salah satu alasannya adalah investasi pembangunan jaringan nirkabel ini lebih murah daripada jaringan kabel.
       B. 2. 1.   Menggerakkan Aktivitas Perdagangan  

Perkembangan pesat telekomunikasi bergerak seluler seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah. Seperti penelitian International Telecommunication Union (ITU), bahwa pembukaan jaringan telekomunikasi akan membuka wilayah ekonomi baru. Melihat uraian sebelumnya mengenai penyerapan tenaga kerja, menunjukkan bahwa adanya penyelenggaraan telekomunikasi ini mampu menambah aktivitas perdagangan dengan makin banyaknya transaksi bisnis, misalnya jual beli voucher. Selanjutnya transaksi ini dirasakan oleh banyak pihak, yakni makin memperlancar komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, pengusaha, instansi maupun industri. Jika sebelumnya pelaku bisnis harus melalui pihak ketiga, yang bisa saja terdiri dari beberapa mata rantai, ketika akan memasarkan hasil industrinya, kini mereka dapat melakukan kontak langsung dengan pembeli. Dengan fasilitas telekomunikasi pula pelaku industri ini dapat mengetahui dengan akurat kondisi pasar, tingkat harga, dan sebagainya sehingga ia dapat merencanakan dengan tepat kapan barangnya harus dikirim atau dijual. Selama ini mereka sangat tergantung pada pihak lain yang menjadi penghubung yang sekaligus juga berperan sebagai penentu harga.


Aktivitas yang muncul, salah satunya dengan maraknya outlet penjual voucher. Dari beberapa responden yang dikumpulkan didapatkan bahwa respon masyarakat terhadap teknologi seluler di Kota Yogyakarta cukup tinggi, ditunjukkan dengan tingginya transaksi pembelian voucher maupun pengisian ulang setiap harinya. Responden yang membuka jasanya dengan menyewa kios, rata-rata menerima sekitar 150 transaksi. Sedangkan responden yang membuka jasa usahanya tanpa menyewa kios107, dapat rata-rata dapat menerima 100 transaksi. Dari transaksi tersebut, pemilik kios rata-rata mendapatkan omzet perbulannya sekitar 100 juta dengan modal awal 25 juta. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan outlet kecil yang rata-rata mendapatkan omzet 45 juta perbulan. Dapat dibayangkan, bahwa dengan omzet sebesar itu tetntunya meningkatkan perputaran uang dan modal masyarakat  di daerah.


Apa yang dipaparkan diatas merupakan contoh kecil aktivitas perdagangan akibat dari penyelenggaraan telekomuniasi bergerak seluler. Dimana dengan banyak dibukanya outlet-outlet itu akan menambah retribusi dan pajak daerah, yang akan menambah pendapatan daerah. Begitu pula multiplier effect yang ditimbulkan.
     B. 2. 2.  Distribusi Jaringan


Peluang kontribusi telekomunikasi bergerak seluler terhadap pendapatan daerah yang telah dipaparkan sebelumnya, membawa suatu dampak langsung kepada penerimaan daerah. Dari semua kontribusi tersebut, tidak terlepas dari adanya pembangunan infrastruktur jaringan seluler. Selain kontribusi yang tersebut diatas, ternyata ada pola pembangunan infrastruktur yang nentinya dapat mempengaruhi perekonomian daerah.

Tabel 3.11
Distribusi Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler Di Kota Yogyakarta  

	No.
	Kecamatan
	Jumlah  Pedagang Voucher
	Jumlah KK
	Jumlah Industri Besar dan Sedang
	Jumlah BTS

	1.
	Mantrijeron
	39
	7.608
	13
	11

	2.
	Kraton
	46
	4.730
	6
	9

	3.
	Mergangsan
	54
	6.762
	16
	10

	4.
	Umbulharjo
	120
	12.816
	15
	13

	5.
	Kotagede
	41
	6.506
	13
	11

	6.
	Gondokusuman
	72
	8.302
	8
	9

	7.
	Danurejan
	21
	4.267
	2
	11

	8.
	Pakualaman
	26
	2.216
	4
	9

	9.
	Gondomanan
	21
	3.523
	3
	11

	10.
	Ngampilan
	17
	3.983
	13
	8

	11.
	Wirobrajan
	38
	5.487
	3
	9

	12.
	Gedongtengen
	54
	4.593
	1
	10

	13.
	Jetis
	75
	5.859
	10
	10

	14.
	Tegalrejo
	40
	7.405
	3
	8

	
	Jumlah
	679
	84.061
	110
	139


Sumber : diolah dari data lapangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BTS dan jumlah pedagang voucher banyak tersebar di kawasan khusus.108 Oleh karena itu pemerintah harus tepat dalam menentukan kawasan tersebut, karena suatu daerah dapat berubah perkembangannya dan tentunya akan mempengaruhi pemasukan di daerah baik itu dalam bentuk retribusi maupun pajak.

Distribusi jaringan pun mengikuti pusat pertumbuhan di Kota Yogyakarta yang terbagi dalam 6 wilayah, sebagai berikut :109
1. Kawasan Malioboro, dengan poros jalan Malioboro dan sebagai pusat budaya, pariwisata dan perdagangan jasa skala sekunder.

2. Kawasan Jalan Solo, dengan poros Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Adisucipto sebagai pusat perdagangan skala primer.

3. Kawasan Jalan Magelang sebagai pusat perdagangan skala primer.

4. Kawasan Jalan Bantul, dengan poros Jalan Bantul sebagai pusat perdagangan skala sekunder dan agro industri.

5. Kawasan Kota Gede, dengan poros Jalan Mondoroakan sebagai pusat budaya dan industri pariwisata

6. Kawasan Tumbuh Kembang Cepat Umbulharjo, dengan poros Jalan Imogiri sebagai pusat perdagangan skala primer dan penempatan fasilitas kota (terminal penumpang, barang dan pasar induk/grosir Giwangan).
C. Penutup

Dari potret kecil kontribusi telekomunikasi bergerak seluler di daerah tingkat II, dalam hal ini ialah Kota Yogyakarta, tentunya mengisyaratkan suatu potensi dalam daerah tersebut.  Seperti yang telah disebutkan mengenai prinsip ekonomi pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah berhak mengolah sumberdaya-sumberdaya lokal. Untuk itulah, tidak ada salahnya mengelaborasi sektor telekomunikasi sebagai salah satu public goods.  Kontribusi telekomunikasi bergerak seluler yang besar terlihat pada penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya pada pendapatan daerah. 

Pada penyerapan tenaga kerja, kontribusi dipaparkan untuk menjelaskan apa yang dibentuk di setting awal dalam definisi operasional. Kesempatan kerja yang tersedia dalam telekomunikasi seluler ini dapat dirunut dalam sistem distribusi open channel, yaitu Grapari, Dealer, Outlet, pedagang eceran (voucher) (lihat hal. 83). Dari  data yang dihimpun didapatkan jumlah tenaga kerja di perusahaan operator seluler di Kota Yogyakarta sebesar 119 orang, tenaga kerja tak langsung sebesar  30 orang, dan jumlah tenaga kerja informal sebanyak 2558 orang. Dari semuanya itu terserap 2.707 orang tenaga kerja yang bekerja di telekomunikasi bergerak seluler.

Kontribusinya dalam pendapatan daerah terlihat dalam besarnya retribusi yang dibayarkan oleh  pemerintah yaitu di Dinas Perizinan. Sesuai dengan data yang dihimpun, retribusi baik IMBB maun izin Gangguan (HO) berkisar antara 100.0000-1.000.000 rupiah. Padahal di Kota Yogyakarta ada 139 infrastruktur telkomunikasi seluler yang diadakan oleh penyelenggara swasta. Dapat dibayangkan ratusan juta dapat masuk ke dalam retribusi Kota. Mengapa hal ini tak nampak dalam data Dinas Perizinan. Pertanyaan besar ini akan banyak dibahas di bab berikutnya dalam peranan dan respon pemerintah. Pendapatan yang besar pun terbentuk akibat dari pendirian BTS tersebut, selain aktivitas perdagangan yang semakin meningkat juga membentuk pola distribusi jaringan yang nantinya akan membuka peluang bisnis di daerah sekitarnya.

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah potensi yang cukup besar tersebut sudah optimal penggunaannya? Sebagai kebutuhan dasar, apakah potensi telekomunikasi bergerak seluler tidak bisa diintegrasikan dengan perkembangan ekonomi daerah? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi landasan untuk melangkah ke bab selanjutnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut, dijelaskan dalam kerangka peranan pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi yang berhak mengolah dan menggali potensi yang ada didalam daerahnya.
BAB IV

PERAN DAN RESPON PEMERINTAH TERHADAP PELUANG KONTRIBUSI TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER UNTUK MEMBANGUN EKONOMI DAERAH

Setelah melihat bagaimana kontribusi jasa telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta, maka pada bagian ini akan melacak respon dan peran pemerintah atas perkembangan sektor jasa ini ditambah dimensi kewenangan pusat-daerah. Sebagai penutup tulisan ini akan dibahas potensi jasa tekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta berdasarkan pandangan pihak swasta dan pemerintah.

A. Otoritas Pusat-Daerah Dalam Pengaturan Telekomunikasi

     A.1. Kewenangan Pemerintah Pusat

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 disebutkan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Mengapa demikian? argumentasi dasarnya adalah telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraan ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Mengingat bahwa telekomunikasi juga salah satu kebutuhan dasar yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, maka dibentuklah suatu lembaga yang berwenang mengurus telekomunikasi ini. Setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi diganti dengan Undang-Undang No.36 Tahun 1999, peran negara berubah dari monopoli menjadi kompetisi. Kesepakatan yang dihasilkan International Telecommunication Union (ITU) termasuk salah satu faktor yang memicu liberalisasi telekomunikasi di Indonesia. Negara tidak lagi dominan, tetapi diharapkan menjadi fasilitator yang baik untuk mendukung iklim kompetisi yang tengah berlangsung. Oleh karena itulah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan di bidang telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, cukup bermain sebagai regulator dan  melaksanakan fungsi perizinan. Dengan kata lain, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Pedoman pemerintah dalam mengatur telekomunikasi tertuang dalam Undang-Undang  No. 36 Tahun 1999 tersebar di 64 pasal, sesungguhnya hanya mengatur tentang 19 materi pokok, yaitu tentang:110 (1). Ketentuan Umum; (2). Asas dan Tujuan; (3). Pembinaan; (4). Penyelenggaraan secara Umum; (5). Penyelenggara telekomunikasi; (6). Larangan Praktek Monopoli; (7). Perizinan; (8). Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat; (9). Penomoran; (10). Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan; (11). Tarif; (12). Telekomunikasi Khusus; (13). Perangkat Telekomunikasi, Sepktrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; (14). Pengamanan Telekomunikasi; (15). Penyidikan; (16). Sanksi Administratif; (17). Ketentuan Pidana; (18). Ketentuan Peralihan; dan (19). Ketentuan Penutup.
Dari 19 materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi ternyata yang tuntas dirumuskan tanpa didelegasikan ke Peraturan Pemerintah dan atau Keputusan Menteri hanyalah mengenai: (1). Ketentuan Umum; (2). Asas dan Tujuan; (3). Penyidikan; (4). Sanksi Administratif; (5). Ketentuan Pidana; dan (6). Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri merupakan produk dari Ditjen Postel. Saat ini telah ditetapkan 42 Keputusan/Peraturan Menteri dan 4 Peraturan Pemerintah yang dihasilkan oleh Ditjen Postel sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2006.  

Dari Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tersebut, disebutkan dalam pasal 4 bahwa pemerintah hanya bertindak sebagai pembina dalam sektor komunikasi yang diarahkan pada penetapan kebijakan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian. Walaupun tak menutup kemungkinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, instansi pemerintah tetap terbuka peluang untuk terlibat dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus tersebut merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Sedangkan penyelenggara jaringan dan pelayanan jasa telekomunikasi, menurut pasal 8 Undang-Undang  No. 36 Tahun 1999 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000, bisa disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi. Dengan kata lain, dalam regulasi yang baru tersebut muncul semangat untuk menghilangkan diskriminasi dan retriksi terhadap penyelenggara non pemerintah baik kecil maupun besar.

Peran pemerintah dalam Departemen Kominfo sebatas menentukan regulasi yang tepat bagi keberlangsungan iklim kompetisi. Secara teknis Departemen Kominfo c.q Ditjen Postel mengatur perizinan penyelenggara jasa telekomunikasi, perizinan tarif, standardisasi dan menetapkan produk hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Di Indonesia, seiring dengan proses pembentukan pasar sektor telekomunikasi menuju sistem kompetisi penuh, kemudian dibentuklah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 2003. Badan ini menggantikan fungsi regulasi yang selama ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan111. Sebagaimana diatur dalam PP No. 52 Tahun 2000 pasal 92 dan 93, BRTI bekerja sebagai lembaga independen yang membawa beban amanah tugas sebagai berikut : (1) pengaturan; (2) pengembangan kebijakan sektor telekomunikasi; (3) pengendalian; dan (4) pengawasan. 

Dewasa ini fungsi BRTI masih diperdebatkan, dan belum menyentuh sampai ke daerah. Saat ini, kewenangan Departemen Kominfo di bidang telekomunikasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi 5 Daerah Administratif termasuk Kota Yogyakarta secara efektif dilaksanakan oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Balai Monitoring Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Klas II Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :112 

1. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.

3. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

4. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit

5. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit 

6. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 


Singkatnya, tugas pokok dan fungsi Balai Monitoring Propinsi DIY ialah monitoring, pengendalian dan penertiban keberadaan telekomunikasi di Propinsi Yogyakarta, termasuk di Kota Yogyakarta. Sedangkan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, misalnya ditemukan adanya frekuensi illegal maka ditindaklanjuti ke Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Peranan pemerintah untuk menindak tegas sudah banyak dilakukan. Dari berbagai pelanggaran ampai saat ini belum ada yang sampai ke meja hijau. Dan dapat dikatakan, sebagai unit pelaksana dari pemerintah pusat, Balai Monitoring cukup efektif menjalankan tugasnya di Propinsi DIY.
      A. 2.  Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta 


Sebagai Daerah Tingkat II, Kota Yogyakarta merupakan daerah di Propinsi DIY yang mempunyai PDRB terbesar yaitu 5.394.073 rupiah di tahun 2004 Kondisi ini berkorelasi dengan makin meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk, yang tentunya menuntut arus informasi dan komunikasi yang cepat.  Dan semuanya itu membutuhkan sarana telekomunikasi yang memadai. 


Oleh karena itulah mengapa pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah membentuk Departemen Kominfo. Saat ini Departemen Kominfo melaksanakan fungsinya di setiap propinsi di Indonesia, dan kewenangannya masih terasa lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah. 

...Di Kota Yogyakarta, kami Dinas Perhubungan tidak mengurusi pertelekomunikasian lagi. Dulu sewaktu ada Kanwil kami masih ikut turun tangan, tapi sekarang ada Balai Monitoring yang mengurusi sampai ke masalah teknis. Jadi kami hanya fokus mengurusi perhubungan darat.113
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan, sudah tidak berfungsi lagi dalam mengatur telekomunikasi di Kota Yogyakarta. Mereka merasa kewenangan dalam bidang ini lebih sesuai jika diserahkan oleh propinsi, dalam hal ini Departemen Kominfo c.q Ditjen Postel. Padahal jika merunut dasar hukum yang berlaku, tidak ada yang menyatakan bahwa kewenangan telekomunikasi hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Apalagi dalam era otonomi daerah ini, kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota menjadi semakin luas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan mereka mencakup semua kewenangan Pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dan menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenagan Daerah Kota Yogyakarta meliputi 24 bidang, yaitu : bidang pertanian, pertambangan dan energe, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, kebudayaan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, penataan ruang, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan, kependudukan, pemuda dan olahraga, hukum dan perundang-undangan, penerangan.
Dalam kaitannya dengan makin berkembangnya jaringan telepon seluler di Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan menganggap jika pemerintah kota terlalu banyak intervensi dalam pengaturan kebijakan maka urusannya menjadi terlalu rumit. Apalagi pengaturan frekuensi yang saat ini tidak dimungkinkan untuk lintas propinsi. 


Dapat dikatakan bahwa peranan pemerintah kota dalam bidang telekomunikasi masih sebatas pada pendataan dan perizinan. Data yang dihimpun pun lebih banyak mengenai jaringan telepon tetap yang dikuasai oleh Telkom berpuluh-puluh tahun lamanya. Sedangkan dalam perizinan sektor telekomunikasi, termasuk telekomunikasi bergerak seluler, masih mengikuti peraturan perizinan kota. Respon pemerintah kota belum menunjukkan aktivitas yang berarti dan masih mempercayakan perkembangan telekomunikasi kepada pihak swasta.

...Disini tidak ada perizinan khusus yang mengatur telekomunikasi. Kami belum berpikir ke arah sana secara serius. Jadi ya peraturan di Kota masih membahas seputar peraturan-peraturan daerah yang harus ditata pasca diberlakukannya otonomi daerah. Memang, masalah telekomunikasi tak kalah penting. Tapi sepertinya sekarang biar swasta dan masyarakat saja dulu yang bermain.114

Pemerintah mengetahui potensi dengan berkembangnya telekomunikasi bergerak seluler, tetapi belum digali secara jeli dan optimal. Dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kota Yogyakarta tahun 2002-2006 terlihat bahwa pemerintah lebih fokus ke dalam perkembangan sektor pendidikan, pariwisata dan budaya. Hanya saja kerjasama dengan swasta penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler terus digalakkan. Dalam hal ini pemerintah melalui Badan Informasi Daerah (BID), terus aktif mengadakan kemitraan dalam rangka menyebarluaskan informasi Kota Yogyakarta. Misalnya dengan membuka sms hotline 2740 sejak tahun 2005. Pihak swasta pun menyambut baik respon Pemerintah Kota tersebut.


...sebetulnya dalam wilayah kerja kami di DIY , dan sebagian  Jawa Tengah secara tidak langsung bekerjasama dengan pemerintah. Dari membangun jaringan, memasarkan produk dan pelayanan kepada masyarakat. Respon Pemerintah Kota menyambut positif. Dibandingkan dengan daerah lain, Pemerintah Kota dapat dibilang lebih antusias. Terutama bapak walikota yang welcome akan teknologi komunikasi.115
       A. 2. 1. Tidak Jelasnya Proses Perizinan Telekomunikasi

Sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 bahwa pemerintah berhak menyelenggarakan perizinan disambut baik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Segala perizinan yang berhubungan dengan penyelenggaraan telekomunikasi dilayani dengan mekanisme satu atap tepatnya di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Dinas Perizinan. Sayangnya sambutan itu tidak dibarengi dengan perhatian yang cukup atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.



Jenis pelayanan perizinan di UPTSA yaitu : (1). Izin Membangun Bangunan (IMBB), (2). Penertiban (IMBB), (3). Izin perubahan Penggunaan Tanah, (4). Penelitian, (5). Izin Penyambungan Saluran Air Kotor (SAK), (6). Izin Penyambungan Saluran Air Hujan (SAH), (7). Izin Pembuatan Jalan Masuk (In Gang), (8). Izin Gangguan (HO), (9). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), (10). Tanda Daftar Gudang (TDG), (11). Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (12). Tanda Daftar Industri (TDI). Dari 12 pelayanan perizinan, penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta termasuk dalam perizinan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jenis-Jenis Perizinan Yang Menjadi Kewajiban Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Bergerak Seluler

	No.
	Jenis Izin
	Persyaratan
	Biaya
	Waktu Pembuatan

	1.
	Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB)
	Mengisi formulir IMBB,Sertifikat tanah,Gambar Teknik,KTP Pemohon
	Sesuai dengan retribusi yang berlaku
	7 hari kerja

	2.
	Ijin Perubahan Penggunaan Tanah
	Rekomendasi dari Dinas Tata Kota, Aspek penatagunaan tanah, Fotocopy KTP pemilik tanah/yang diberi kuasa, Fotocopy Tanda bukti pemilikan tanah, Fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
	Membayar biaya uang pemasukan ke Kas Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 1 % X luas tanah X Nilai Jual Obyek Pajak.


	15 hari kerja

	3.
	Izin Gangguan (HO)
	Skema denah situasi letak tempat usaha, Fotocopy IMBB Fotocopy KTP pemohon, Fotocopy Akte Pendirian perusahaan/cabang bagi usaha yang berbentuk badan hokum, Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000,00
	Biaya retribusi berdasarkan luas tempat usaha dengan perincian sebagai berikut : Luas tempat Usaha X Tarip Dasar X Nilai Faktor .


	Tujuh hari kerja dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran



	4.
	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
	Fotocopy KTP Direktur Utama/ penanggung jawab Perusahaan, Fotocopy Akte Notaris tentang Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi PT pendirian dan perubahan PT, Fotocopy Izin Gangguan  (HO)
	Tidak dipungut biaya.
	Selambat-lambatnya 5 hari kerja  


	5.
	Tanda Daftar Industri (TDI)
	Mengisi formulir permohonan, Fotocopy Izin Gangguan (HO), Fotocopy NPWP rangkap 7, Fotocopy akte Perusahaan Notaris dan atau anggaran dasar jika berbentuk badan hukum (PT, CV, Firma dan Koperasi), TDI asli apabila memperbaharui yang rusak, Fotocopy KTP yang berlaku
	Tidak dipungut biaya


	Selambat-lambatnya 14 hari kerja 



	6.
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Mengisi Formulir yang telah disediakan, Fotocopy KTP Pemilik / Direktur / penanggung  jawab, Akta Pendirian  Perusahaan yang telah disahkan untuk perusahaan yang berbentuk badan hokum, Fotocopy NPWP, Fotocopy Izin Gangguan (HO), Izin Teknis ( SIUP, TDI, SIUJK dll.), Surat Penunjukan Pimpinan cabang, TDP Pusat, TDP asli bagi yang memperbaharui, SK Menteri Kehakiman tentang pengesahan PT, sesuai dengan UU No. 1Th 1995,
	PT.  Swasta murni          Rp.100.000,00
	Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan sah.




Sumber : Dinas Perizinan, Pemerintah Kota Yogyakarta, Data Diolah


Semuanya itu memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Dan prosedurnya terbilang memakan waktu lama dan kurang transparan.


...untuk perizinan sendiri, kami belum menemukan kendala yang berarti. 
Hanya saja memang dalam pendirian BTS ada sedikit masalah, tapi bisa kami 
atasi.Tapi jika ada peraturan yang membuat izin makin mudah. Kenapa 
enggak? Kalo bisa mudah kenapa harus dibuat susah. Bagus lagi kalo izin s
eperti di Sragen yang memakan waktu tidak lama.116

Pemerintah dan swasta penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler sepantasnya bisa saling berkoordinasi dalam kepentingannya masing-masing, yang nantinya  dapat menghasilkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat umum. Seperti apa yang menjadi tujuan ditetapkannya Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Dan perizinan dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat, oleh karena itulah sebaiknya mempunyai kerangka aturan yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.
        A. 2. 2. Pengaturan Infrastruktur 

Selain pengaturan perizinan, hal yang tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler adalah masalah infrastruktur. Untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka perlu diatur agar pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan wajib mengizinkan penyelenggara telekomunikasi melakukan aktivitasnya. Seharusnya semua penyelenggara telekomunikasi dalam pembangunan infrastrukturnya harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait. Jangan sampai terjadi perselisihan yang nantinya merugikan banyak pihak. Seperti yang terjadi di daerah Umbulharjo, masalah berawal dari pendirian BTS.

...sebenarnya pendirian BTS tidak semuanya berjalan lancar. Karena sulit sekali mengumpulkan masyarakat sekitar untuk menandatangani surat persetujuan, akhirnya banyak operator yang mau membangun BTS yang mengambil jalan pintas. Padahal belum tentu warga setuju di daerahnya akan dibangun BTS 117
Oleh karena itu, perlu segera ditetapkan pengaturan jelas dari pemerintah agar kecepatan pembangunan infrastruktur tidak mengalami hambatan dalam implementasinya, antara lain yang menyangkut tata cara pengajuan dan penyelesaian gantirugi, tata cara perizinan yang transparan dan lain sebagainya. Sampai saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki peraturan seperti ini, dan perselisihan antar warga masyarakat dengan penyelenggara telekomunikasi belum terselesaikan dengan baik.


Mengingat infrastruktur telekomunikasi sangat penting keberadaannya, seyogyanya pemerintah memberikan iklim yang sehat kepada penyelenggara jasa ini. Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi itu pemerintah juga sudah saatnya memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing                                                                  propinsi. Nantinya diharapkan selain PT Telkom dan PT Indosat, di daerah juga ada operator lain seperti BUMD atau pemain baru yang lain tapi khusus menggarap pasar lokal.

Setelah mengetahui seberapa besar kewenangan telekomunikasi pusat-daerah yang dijalankan sampai saat ini, selanjutnya akan diuraikan bagaimana respon dan peranan pemerintah akan kontribusi telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta. Pembahasan akan difokuskan pada kontribusi telekomunikasi bergerak seluler yang banyak diuraikan dalam Bab III, yaitu kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD

B. Respon dan Peranan Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di      Sektor Jasa Telekomunikasi Bergerak Seluler 

      B. 1. Telekomunikasi Sebagai Sektor yang Terabaikan


Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu bagian integral perkembangan telekomunikasi. Oleh karena itulah perkembangan harus selalu diarahkan pada usaha penciptaan lapangan kerja yang produktif, dinamis, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dampak positif dari perkembangan telekomunikasi tersebut dapat menampung arus ledakan angkatan kerja yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta  maka Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi  yang meliputi rangkaian  sejak angkatan kerja akan memasuki dunia kerja kemudian berada dalam hubungan kerja sampai kepada jaminan purna kerja. Kaitannya  dengan penyerapan tenaga kerja sektor telekomunikasi bergerak seluler, rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinakertrans tersebut antara lain : (i) Perencanaan tenaga kerja, (ii) Pelatihan ketrampilan, (iii) Informasi pasar kerja dan bursa kesempatan kerja, (iv) Transmigrasi, (v) Perluasan kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri serta penempatannya.118 


Sehubungan dengan itu, seharusnya dapat dipahami suatu konsepsi tentang kualitas usaha, keahlian dan ketrampilan mengingat kompleksitas sektor telekomunikasi, perlu adanya persyaratan usaha, keahlian dan ketrampilan dari pelaku sektor telekomunikasi. Pelaku sektor telekomunikasi pun yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di sektor telekomunikasi, memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Sayangnya sampai pasca di terbitkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi belum ada bagian yang mengatur tentang sumber daya manusia. Ini menyebabkan salah satu faktor Dinakertrans belum menggarap potensi tenaga kerja dalam sektor telekomunikasi termasuk telekomunikasi bergerak seluler. Padahal dalam dasawarsa terakhir ini penyerapan tenaga kerja atas penyelenggaraan telekomunikasi terbilang cukup besar, seperti yang telah diulas lebih rinci dalam bab III. 


Sebenarnya Depnakertrans sudah membuat link and match antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Para pencari kerja diberi semacam kartu yang berisi nomor angkatan kerja. Nomor itu berfungsi seperti nomor tunggu. Apabila ada perusahaan yang membutuhkan pekerja, orang-orang yang berada di urutan atas mendapat kesempatan pertama untuk mengikuti tes. Sedangkan mereka yang memutuskan untuk kuliah dapat menunda penggunaan kartu tersebut. Jika dari yang mengikuti tes ada yang tidak berhasil, maka urutan selanjutnya dapat mengikuti tes tersebut. Adapun orang-orang yang tidak lulus tes harus diberi pelatihan khusus oleh pemerintah agar siap kembali "dilempar" ke bursa kerja. Langkah seperti ini sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, namun belum terlihat efektif. Masih minimnya pencari kerja yang ditempatkan, salah satu sebabnya karena kurangnya koordinasi dengan pihak swasta. Padahal telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 dan Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor perusahaan setiap ada lowongan kerja, selain kewajiban perusahaan juga dituntut peran aktif dari pemerintah.119 


Tapi sejauh ini Dinakertrans Kota Yogyakarta tidak mempunyai data lowongan kerja untuk sektor telekomunikasi bahkan di semua sektor. Dinas hanya mendata jumlah tenaga kerja, dan itupun memerlukan proses yang panjang.

...Wah mendata jumlah tenaga kerja di perusahaan seluler itu aja gak gampang, apalagi harus mencari tau jumlah lowongan tenaga kerja. Biasanya mereka pikir-pikir dulu kalo ingin memberikan informasi ke pemda, ya salah satunya karena pajak.120
Oleh karena itu masalah sosialisasi dan informasi mengenai lowongan pekerjaan perlu dilakukan secara baik dan terpadu. Perusahaan yang membutuhkan pekerja wajib melaporkan kepada Dinakertrans. Kemudian Dinakertrans yang harus memberikan informasi secara luas kepada seluruh masyarakat. Ada baiknya juga kalau Dinakertrans secara rutin menerbitkan jurnal atau semacam koran khusus yang memuat lowongan kerja ini. Selama ini salah satu kekurangan Dinakertrans yang sangat vital ada pada masalah penyebaran informasi, padahal salah satu Tugas Pokok dan Fungsi adalah Informasi Pasar kerja dan Bursa Kesempatan Kerja. 

Kewenangan Ketenagakerjaan sudah sepantasnya dilakukan semaksimal mungkin, mengingat kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Dan pemerintah kota harus mampu melihat potensi yang dimiliki daerahnya, termasuk didalamnya potensi ketenagakerjaan sektor telekomunikasi bergerak seluler.

Sangat disayangkan jika kewenangan ini tidak dioptimalkan, apalagi jika kontribusi penyerapan tenaga kerja suatu sektor cukup besar. Padahal pihak swasta, dalam hal ini PT. Telkomsel, melalui sistem distribusi open channel cukup kooperatif dalam membuka kesempatan kerja di daerah termasuk Kota Yogyakarta.121
Peran aktif keduanya, baik pemerintah maupun swasta, sudah memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Pihak swasta sebaiknya tidak memikirkan profit semata, begtu pula dengan pemerintah yang dituntut lebih kreatif memaksimalkan peluang yang ada. Dengan begitu masyarakat juga yang akan menikmati hasilnya, yaitu makin berkurangnya angka pengangguran. 

     B. 2. Dengan Partnership Membuka Kesempatan Kerja 


Dari beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Dinakertrans, yaitu perluasan kesempatan kerja dan pelatihan ketrampilan, membutuhkan kerjasama pihak ketiga untuk kelancaran pelaksanaan. Bentuk kerjasama tersebut  ada berbagai macam. Dari data kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dinakertrans, ada 5 program kegiatan yang bekerjasama dengan pihak ketiga di tahun 2002. Selain kegiatan pelatihan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) tersebut, ada juga 27 lembaga latihan swasta yang izin pendiriannya dari Dinakertrans. Mereka bergerak menurut jenis kejuruan dan diarahkan kepada teknis (skill) peningkatan ketrampilan, diantaranya menjahit, bank bisnis manajemen dan analis komputer.

Partnership yang diselenggarakan oleh Dinkertrans sebaiknya diupayakan semaksimal mungkin, salah satunya karena iklim dunia usaha yang banyak profit. Apalagi di saat krisis seperti ini, watak itu makin menguat. Apa pun dilakukan untuk menekan biaya dan menggemukkan keuntungan. Menerapkan organisasi kerja yang fleksibel sekaligus multi-skilling. Artinya, mereka lebih suka menggunakan pekerja-pekerja kontrak dan temporer yang memiliki kemampuan mengerjakan pelbagai jenis pekerjaan sekaligus. Jadi, yang dicari adalah mereka yang sudah berpengalaman. Akibatnya, meski ada lapangan kerja baru, yang terjadi sekadar perpindahan tempat kerja bagi mereka yang sudah mengantongi jam kerja tertentu. Dengan kata lain, peluang bagi pekerja pemula amat sempit.

Inilah yang menjadi tantangan Dinakertrans untuk melihat lebih jeli peluang kesempatan kerja yang berubah sesuai perkembangan jaman. Dalam konteks ini, telekomunikasi bergerak seluler seharusnya sudah bisa dilrik sebagai salah satu sektor strategis penyerapan tenaga kerja. Semuanya itu sangat ditunjang dengan data yang dapat diandalkan. Saat ini, Dinakertrans belum mempunyai produktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor. Sehingga masih buta sektor mana yang paling memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja.

Melihat distribusi jaringan pemasaran penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler yang luas dan memungkinkan banyak kesempatan kerja, maka pemerintah dapat merepon dengan menyalurkan pencari kerja ke salah satu distribusi jaringan tersebut. Mengingat dengan pesatnya perkembangan telekomunkasi bergerak seluler, saat ini di Kota Yogyakarta sudah tersebar 679 pedagang voucher, baik outlet kecil maupun besar, tidak ada salahnya pemerintah menunjukkan perhatiannya pada sektor ini. Dengan catatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sebenarnya Dinakertrans sendiri sudah mengadakan kerjasama dengan PT. Medcom Cipta Kreasi, yang sejak tahun 2004 mulai menyalurkan tenaga kerja khusus ke perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi termasuk di dalamnya telekomunikasi bergerak seluler. Adapun triwulannya menyerahkan laporan kepada Dinakertrans. Jika pemerintah lebih kreatif dan sigap membaca peluang kontribusi telekomunikasi bergerak seluler, kesempatan kerja di sektor ini lebih terbuka lebar. Akan banyak proyek dan kegiatan yang membutuhkan potensi tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta secara tidak langsung membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja di daerah dan pemerintah harus mampu merespon perkembangan ini dengan baik.
C. Respon dan Peranan Pemerintah Atas Perkembangan Telekomunikasi


Bergerak Seluler Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

     C. 1. Rendahnya Pendapatan di Dinas Perizinan 


Seperti yang telah dikemukakan sebelunya, bahwa salah satu kewenangan pemerintah sesuai Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Bab IV, dalam hal ini Daerah Tingkat II, adalah menyelenggarakan perizinan. Perizinan yang dimaksud disini meliputi pembangunan infrastruktur dan perusahaan. Jika berbicara mengenai perizinan telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta, penerimaan yang cukup besar terlihat pada Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) dan Izin Gangguan (HO). Keduanya merupakan salah satu penerimaan daerah dari retribusi derah.


Mekanisme pembayarannya dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) yang berada dalam koordinasi Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta. Semua yang menyelenggarakan jasa di Kota Yogyakarta, sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus bersedia menaati ketentuan yang berlaku. Tak terkecuali dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler. Pihak swasta penyelenggara jasa tersebut biasanya berurusan dengan perizinan sewaktu mereka mendirikan perusahaan di wilayah Kota dan saat ingin mendirikan infrastruktur jaringan seluler yang dikenal dengan Base Transceiver Station (BTS).  
Sebagai swasta penyelenggara jasa, mereka senantiasa mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Biasanya pembayaran perizinan kepada pemerintah daerah setempat, mereka menggunakan jasa pihak ketiga dengan tujuan menghemat waktu. Berbicara mengenai waktu, jika merunut perizinan di UPTSA, perizinan mendirikan  sebuah BTS tentu menghabiskan banyak waktu. Bisa dibayangkan, jika pembayaran IMBB berbeda loket dengan pembayaran HO, begitu pula dengan loket izin-izin yang lainnya. Menurut pengamatan penulis, pihak ketiga setiap operator seluler tidak semuanya membayar lewat UPTSA. Ini ditunjukkan dengan ditemukan ketidakcocokan antara data jumlah BTS di dinas perizinan dengan Balai Monitoring Spektrum dan Frekuensi.. Jika melihat data yang didapat di Dinas Perizinan, jumlah BTS dari sejak tahun 2000 hingga sekarang hanya berjumlah 32 buah. Padahal dari data Balai Monitoring Spektrum dan Frekuensi, sudah ada 139 BTS d Kota Yogyakarta. Mengapa data tersebut dapat berbeda? Susah untuk menelusurinya, karena melibatkan pihak ketiga yang berada di luar jangkauan penelitian.


Yang menjadi permasalahan disini, dikhawatirkan terjadi penyelewengan penerimaan pendapatan di Dinas Perizinan oleh pejabat Dinas yang bersangkutan. Pihak swasta, dalam hal ini operator seluler, sudah memenuhi ketentuan yang berlaku tetapi tidak dapat menjadi penerimaan daerah yang optimal. Padahal jumlah nominal dari pembayaran izin para penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler tersebut berkisar dari Rp. 100.000,00 – Rp. 1.000.000,00 , jumlah yang terbilang tidak sedikit untuk menambah pemasukan daerah. 


Mungkin hal-hal seperti ini memang sudah menjadi fenomena yang umum di kalangan birokrat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sungguh disayangkan jika potensi kontribusi telekomunikasi bergerak seluler yang banyak mendatangkan pemasukan  tidak maksimal, yang nantinya berujung pada pelayanan masyarakat yang tidak optimal pula. Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan pendapatan dari telekomunikasi bergerak seluler dapat berupa peraturan daerah yang mengatur masalah perizinan dengan jelas, beserta sanksi yang tegas. Tapi jangan sampai terjadi Peraturan Daerah yang keblabasan dan tidak jelas tujuannya, seperti yang terjadi di  Depok dan Jakarta. Setiap pembangunan sebuah BTS, setiap meternya dikenai retrbusi sekitar 1 juta. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, biaya yang tinggi itu akhirnya akan dibebankan pada masyarakat sebagai pemakai jasa telekomunkasi tersebut. Seperti yang dungkapkan oleh PT. Telkomsel berikut ini :


...kami kurang setuju dengan adanya peraturan tersebut. Karena memang nanti pada akhirnya konsumen sendiri yang akan menanggung beban biayanya. Namun jika Pemerintah Kota mengikuti langkah tersebut, kami harus mematuhinya. Asalkan aturannya jelas dan tegas.122

Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas daerah atau wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 11 bahwa proses perizinan diberikan dengan memperhatikan tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, dan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Di samping itu, penyelenggaraan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.  Dengan begitu penerimaan pendapatan di daerah juga akan optimal.

    C.2. Kurang Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dalam Menggerakkan      Ekonomi Masyarakat 


Dalam Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 telah diamanatkan bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Sangat berbeda dengan Undang-undang Telekomunikasi sebelumnya yang hanya mewajibkan kepada satu operator, sedang untuk operator lain tidak ada kewajiban tersebut. Kontribusi pelayanan universal yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi atau dalam bentuk kompensasi lain. Salah satu bentuk kontribusi telekomunikasi bergerak seluler yang sangat jelas keberadaannya yaitu adanya pembangunan infrastruktur jaringan seluler atau yang sering disebut dengan Base Transceiver Station (BTS).


Manfaat yang dirasakan dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya dirasakan baik oleh penyelenggara telekomunikasi, pemerintah, maupun masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan telekomunikasi bergerak seluler memberikan multiplier effect  ke semua sektor. Menurut penelitian ITU pun, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di suatu wilayah akan membuka wilayah ekonomi baru. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dapat menggerakkan ekonomi warga sekitarnya. Tentu ini disebabkan karena jaringan telekomunikasi yang makin lancar.


Diungkapkan oleh pihak Telkomsel pula, biasanya jika di suatu daerah didirikan BTS, diikuti oleh makin maraknya outlet-outlet penjual voucher disekitarnya. Selain itu banyak pula investor-investor baru yang berdatangan ke daerah tersebut. Perdagangan akan meningkat, begitu pula industri maupun pariwisata. Potensi di daerah tersebut diharapkan semakin optimal untuk digali.


Untuk mendirikan sebuah BTS, pemerintah tidak pernah ikut campur. Semuanya diserahkan sepenuhnya oleh pihak swasta. Pihak swasta biasanya bekerjasama dengan jasa penyedia jaringan, dan pemerintah dalam hal ini berfungsi sebatas pada perizinan atau dapat dikatakan sebagai fasilitator. Namun, yang terjadi di lapangan kadang tidak sebaik yang diharapkan. Selain perizinan yang berurusan dengan pemerintah, masalah izin juga terjadi pada masyarakat yang mempunyai lahan untuk dibangun infrastruktur tersebut. Sejauh ini pemerintah belum terjun langsung dalam menyelesaikan perselisihan pembangunan BTS antara penyelenggara dan warga. Bahkan ada oknum pemerintahan yang mengharapkan kompensasi berlebihan dari penyelenggara jaringan, yang tidak jelas aturannya.


Memang benar, menurut Undang-undang yang berlaku saat ini bahwa penyelenggara jaringan komunikasi berkewajiban memberikan kompensasi. Tetapi jika biaya kompensasi dan pendirian BTS tidak seimbang, tentu ini menjadi pertimbangan khusus. Misalnya seperti yang terjadi Sleman dan Temanggung, pejabat setempat meminta kompensasi atas pembangunan infrastruktur di daerahnya yang menurut pihak swasta tidak realistis. Padahal sudah jelas bahwa, manfaat infrastruktur jaringan tersebut nantinya akan dirasakan oleh masyarakat dan mendukung perekonomian di daerah. Sangat disayangkan jika pemerintah kurang menyadari timbal balik manfaat ini.


Di Kota Yogyakarta sendiri, tidak sedikit terjadi pembangunan BTS yang menuai masalah. Dan sebagian besar permasalahan berkisar pada pemberian izin warga sekitar. Seringnya ini menyangkut kompensasi yang dibayarkan penyelenggara jaringan berupa jumlah nominal yang cukup besar kepada pemilik lahan yang akan didirikan BTS. Pemerintah, dalam pembangunan infrastruktur ini cukup kooperatif, meski pihak penyelenggara jaringan mengharapkan ada peraturan perizinan yang lebih sederhana.


Secara tidak langsung dengan adanya pembangunan infrastruktur jaringan, akan meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan merasakan peningkatannya. Namun sayangnya, dari masalah perizinan hingga pembangunan infrastruktur telekomunikasi  belum mempunyai Perda khusus.


Mungkin respon Pemerintah Kota yang saat ini patut disambut baik ialah dengan dibukanya layanan sms 2740.123 Layanan sms ini akan langsung diterima di pemerintah kota yang kemudian didelegasikan pada dinas-dinas yang bersangkutan. Ini menunjukkan pemerintah telah tanggap akan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, dan menharapkan partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan Kota.

Kebijakan pelayanan universal menyadarkan semua pihak bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pada masa yang akan datang sebaiknya diarahkan kepada semua operator yang bermain di wilayah komersial ikut bertanggung jawab pada pengembangan daerah nonkomersial. Kontribusi pelayanan universal atau yang dikenal dengan Universal Service Obligation (USO) ditanggapi oleh pihak swasta :

...Kami selalu berusaha untuk mendirikan infrastruktur jaringan sampai ke daerah–daerah pelosok seperti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Tapi menurut kami sebaiknya pemerintah cukup menjadi pembuat kebijakan dan fasilitator saja, jangan terlibat dalam masalah pendanaan. Alhasil seperti kasus CDMA kemarin.124
Perlu kesepakatan dan komitmen yang tegas bagi regulator untuk mengantisipasi persoalan telekomunikasi yang sangat kompleks dimensi yang melingkupinya. Sehingga pemerintah yang terlibat dalam proyek investasi pembangunan infrastruktur jaringan, tidak dihadapkan lagi pada kasus seperti yang menimpa Pemerintah Propinsi DIY.
Kontribusi sektor telekomunikasi terhadap Pendapatan Negara dan Daerah tidak kecil dan semua berupa uang keras, tunai, yang sangat bermanfaat bagi pembangunan. Jangan sampai sektor ini tumbuh menjadi sapi perah pemerintah karena besaran sumbangan, bahkan acapkali tidak dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan prasarana telekomunikasi. Paling mendasar adalah kelambanan pemerintah dalam membuat aturan, regulasi yang jelas, imbang (fair), dan transparan yang menjadi payung dan pelindung bagi kelangsungan hidup para investor tanpa regulasi yang jelas, tak ada satu pun investor kelas dunia yang mau mengambil risiko menanam modal, sebab keamanan uangnya tidak ada yang menjamin. Salah satu faktor tidak maksimalnnya kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang penanaman modal, salah satunya disebabkan karena masih menunggu keputusan Presiden tentang pelayanan kegiatan modal yang saat ini masih ditangani oleh Pemerintah Propinsi. Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan ini tercantum dalam renstrada Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006. Masalah kewenangan ini berpengaruh kepada proses investasi yang ditanamkan di Kota Yogyakarta, termasuk investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak seluler.
Belum lama ini pemerintah membentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang fungsinya membuat regulasi mengenai telekomunikasi. BRTI, seperti lembaga regulasi independen di negara lain, dibentuk untuk mengatur soal telekomunikasi tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun, juga oleh pemerintah. Kenyataannya, BRTI belum mampu mandiri sepenuhnya. Selain karena ketuanya masih dijabat oleh Dirjen Postel secara ex officio, kata akhir tetap ada di tangan pemerintah (Menteri Perhubungan/Menhub). Dan, sebagaimana sifat pemerintah, keputusan yang diambil adalah yang paling menyelamatkan pemerintah, misalnya dari kemungkinan timbulnya reaksi masyarakat yang dinilai berlebihan. Setelah 3 tahun dibentuknya BRTI pun, belum ada produk regulasi yang menyentuh level daerah.

Pembenahan pada diri pemerintah  penting untuk segera dilakukan untuk mengatasi persoalan yang menyangkut investasi di daerah. Salah satunya mengenai kebijakan tentang retribusi menara. Tiap meter tinggi menara yang diukur dari permukaan tanah akan dikenai retribusi Rp 1 juta per bulan. Dimana saat ini Direktorat Pos dan Telekomunikasi Departemen Kominfo menganggap pihaknya tidak berwenang untuk melarang pemerintah-pemerintah daerah mengambil retribusi terhadap menara BTS (base transceiver station) operator telepon seluler. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan itu, dan Ditjen Postel cuma bisa menghimbau Penerapan kebijakan tersebut justru akan menghambat penetrasi pelayanan jasa telepon seluler. Pada akhirnya, biaya tambahan ini akan dibebankan kepada konsumen. Hal inilah yang tidak dipahami pemerintah daerah. Pemerintah pusat, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer 14 tahun 2000 mengenai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan, hanya memungut biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sendiri ditentukan sebesar 1 persen dari penghasilan kotor operator telekomunikasi. 125
Selain mengenai masalah retribusi menara, persolan juga terjadi pada pengaturan frekuensi. Pemberian izin frekuensi oleh pemerintah daerah tanpa seizin pihak Ditjen Postel adalah tidak sah. Undang-undangnya menyatakan izin harus dari pemerintah, kalau tidak berarti melanggar hokum. Padahal beberapa kepala dinas perhubungan propinsi telah sepakat menerbitkan perda tentang pemberian izin frekuensi radio daerah serta mengenakan restribusi jasa kepada operator. Pemberian izin tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan chaos dalam pengelolaan manajemen frekuensi di Indonesia dan berdampak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.


Jika pemerintah sampai saat ini masih sangat berperan dan bertahan hingga 100 tahun yang akan datang, bukan sesuatu yang penting, terpenting adalah regulasinya.. Mungkin pemerintah Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain tentang kebijakan telekomunikasnya. Kebijakan setiap negara berbeda-beda, pemerintah Inggris memberikan suatu option dari kemungkinan untuk investor dengan melakukan suatu tender. Hal yang sama juga dilakukan Jerman, setiap calon pemain mengajukan besarnya investasinya. Berbeda dengan Australia, negara ini memberikan option yang dengan cara yang berbeda. Singapura juga belajar dengan negara lain, tetapi intinya aturan main mengenai industri telekomunikasi tetap berada di tangan pemerintahnya.
D. Penutup 


Mengacu pada konsep Bailey mengenai prinsip ekonomi pemerintah daerah, peran dan respon pemerintah mengarah pada konsep ideal yang diajukan Bailey. Namun disini terlihat otonomi daerah yang dihembuskan pasca Ode Baru, belum disikapi secara matang oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Sebenarnya ini sangat umum terjadi di berbagai pemerintahan lokal di Indonesia. Kewenangan pemerintah daerah yang belum terlaksana, dapat dilihat dalam Renstrada Kota Yogyakarta Tahun 2002-2004. Kewenangan yang belum dilaksanakan, yaitu :
1. Kewenangan bidang pertanahan.

2. Kewenangan bidang kependudukan

3. Kewenangan di bidang Pertambangan dan Energi

4. Kewenangan bidang Penanaman Modal

Khususnya pada kewenangan penanaman modal, erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah. Kewenangan ini belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu Keputusan Presiden. Terang saja  sektor telekomunikasi masih dipandang sebelah mata karena daerah biasanya masih menata potensi unggulan daerahnya. Dan dampaknya tentu saja pelaksanaan dari perkembangan telekomunikasi banyak diserahkan pada kewenangan pusat.

Padahal kontribusi telekomunikasi dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah mempunyai potensi yang besar. Bukankah menurut Bailey, jika terdapat sumberdaya yang menguntungkan perlu mendapat alokasi dan distribusi yang besar dari pemerintah daerah? Dinaskertrans seperti tak melihat potensi penyerapan tenaga kerja yang tersembunyi dalam sektor ini. Menurut data yang dikumpulkan, didapatkan jika  tidak memprioritaskan sektor jasa ini. Mungkin ini kelemahan dari Dinaskertrans yang belum jelas memetakan potensi-potensi tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Sehingga wajar saja jika rekomendasi kesempatan kerja di sektor telekomunikasi hampir tak ada. Hanya saja memang inisiatif awal Dinas ini membaca peluang telekomunikasi ialah dengan partnership pihak swasta yang menyalurkan tenaga kerja ke sektor telekomunikasi.


Di Dinas Perizinan pun begitu, kontribusi pada pendapatan daerah yang seharusnya dapat maksimal menjadi kelihatan sangat sedikit. Apalagi ditemukan adanya kejanggalan data, dari yang telah terhimpun. Jika pemerintah dengan baik mampu menjadi fasilitator seperti dalam kerangka konsep Giddens dan mengacu pada konsep liberalisasi, mungkin pembangunan infrastruktur dapat maksimal dijalankan. Untuk saat ini masih banyak permasalahan saat pembangunan, namun pemerintah tidak berdaya mengatasinya. Jika ada masalah, pemerintah Kota Yogyakarta cenderung untuk menghindarinya karena salah satunya menurut mereka karena sengketa belum sampai pelik.
BAB V

STRATEGI OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MEMFASILITASI DAN MEREGULASI SEKTOR JASA TELEKOMUNIKASI UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI DAERAH


Setelah melakukan kajian dan telaah mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bagian akhir akan disampaikan kesimpulan yang berisikan hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan dan rekomendasi optimalisasi peran pemerintah terhadap telekomunikasi bergerak seluler.
A. Kesimpulan 


Telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perkembangannya menyesuaikan perkembangan global teknologi komunikasi. Sejak awal perkembangan telekomunikasi dari pemerintahan kolonial hingga pasca Orde Baru, negara memegang peranan dominan.  Kondisi ini berubah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang melarang adanya monopoli telekomunikasi di Indonesia. Era kompetisi ditandai dengan berubahnya status Telkom dari Perusahaan Umum menjadi Persero. Kemudian didukung dengan berubahnya struktur kompetisi telekomunikasi di Indonesia. Meski banyak kalangan menilai bahwa iklim duopoli masih terasa antara PT. Telkom dan PT. Indosat yang sahamnya sebagian besar dimiliki Negara, namun peran Negara yang dominan sudah mulai berkurang dengan makin banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak seluler yang didirikan. Masyarakat pun meresponnya dengan positif, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelanggan seluler dari tahun ke tahun sebanyak 50-60 persen pertahun.


Perkembangan telekomunikasi bergerak seluler tersebut juga memberikan dampak positif di daerah. Kontribusi
adanya penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta adalah makin banyaknya kesempatan kerja dan pendapatan daerah. Kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencakup 6 % dari sektor perdagangan di Kota Yogyakarta Sementara kontribusi telekomunikasi bergerak seluler dalam pendapatan daerah Kota Yogyakarta terlihat dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Dinas Perizinan. Meskipun tidak secara langsung menunjuk pada salah satu jenis penerimaan PAD, namun penerimaan yang besar terdapat dalam retribusi Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) dan Izin Gangguan (HO). Selain meningkatkan PAD, perkembangan telekomunikasi bergerak seluler juga dapat menggerakkan ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan, peningkatan pendapatan perkapita dan modal yang beredar di masyarakat akan semakin meningkat. Kondisi seperti ini sesuai dengan pernyataan International Telecommunication Union (ITU) bahwa pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan membuka wilayah ekonomi baru. Kontribusi ini menjadi langkah awal studi mengenai potensi daerah seperti yang telah dikemukakan dalam konsep pembangunan pendekatan wilayah.  

Selanjutnya dari penelitian  mengenai peran dan respon pemerintah daerah dalam ekonomi, dalam hal ini penyerapan tenaga kerja dan pendaptatan, disimpulkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta belum melaksanakan secara optimal peran-perannya. Peran alokasi dan distribusi belum maksimal dilaksanakan. Misalnya memberlakukan pajak atau retribusi berdasarkan peraturan bagi potensi yang menguntungkan daerah.  Kemudian ada limitasi peran pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja karena belum memetakan potensi tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Sehingga sulit untuk melihat dimana potensi ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi kemajuan daerahnya.
Untuk lebih mengoptimalkan peran dan respon pemerintah, penelitian merekomendasikan beberapa langkah dan upaya yang dapat diambil pemerintah untuk mengatur telekomunikasi bergerak seluler dalam waktu kedepan. Mengingat kontribusi telekomunikasi bergerak seluler sebagai sektor telekomunikasi cukup besar memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi di daerah Kota Yogyakarta.

B. Rekomendasi


Perkembangan telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai kajian ekonomi semata. Kontribusinya yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah dapat dianalisis sebagai kajian pembangunan daerah. Kemudian bagaimana mengoptimalkan peluang kontribusi sektor telekomunikasi, dalam hal ini sektor telekomunikasi bergerak seluler, di Kota Yogyakarta? Ada beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini, yang ditujukan baik kepada pemerintah.


Tidak heran jika kontribusi telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta juga yang dialami oleh banyak daerah, terbentur pada masalah kewenangan. Meskipun kewenangan telekomunikasi banyak diatur oleh pemerintah pusat dan propinsi, namun kewenangan perizinan yang menyangkut pendirian infrastruktur jaringan seluler banyak berurusan dengan pemerintah daerah. Kewenangan inilah yang menjadi salah satu sumber pemasukan daerah. Namun sayang belum ada regulasi atau peraturan daerah yang tegas mengatur tentang perizinan dalam telekomunikasi. Sehingga investor kurang mendapatkan payung hukum dan tidak jarang mereka banyak mengalami kendala. Dan menyebabkan banyak peluang bagi pejabat atau oknum pemerintah yang meminta kompensasi atas pembangunan infrastruktur jaringan tersebut. Kondisi ini berakibat kurang maksimalnya pemasukan terhadap PAD dan  pelayanan telekomunikasi yang dirasakan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa prnsip ekonomi yang dikemukakan Bailey belum sepenuhnya terlaksana, dan dampaknya tentu saja kurang optimalnya pembangunan ekonomi di daerah. Jika pemerintah tidak segera menciptakan terobosan maka pembangunan pada bidang telekomunikasi akan terhambat. Seperti yang dialami di Propinsi DIY beberapa waktu yang lalu mengenai proyek pembangunan infrastruktur jaringan CDMA, karena tersandung oleh kasus maka pembangunannya dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
 
Dari kesimpulan yang didapatkan bahwa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur telekomunikasi belum jelas. Begitu pula Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak ditemukan pengaturan kewenangan pusat-daerah, begitu pula dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga yang terjadi, tidak adanya desentralisasi kewenangan telekomunikasi di Daerah Tingkat II. Fenomena ini menyebabkan Daerah Tingkat II, dalam hal ini Kota Yogyakarta, masih sangat tergantung terhadap propinsi jika menyangkut persoalan teknologi dan menyebabkan daerah menjadi kurang kreatif. Padahal jika mau kreatif , seperti yang terdapat di Amerika Serikat, dimungkinkan adanya koperasi telekomunikasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi. Jadi sangat membantu dalam pengadaan infrastruktur telekomunikasi. Meskipun sepertinya kondisi seperti ini masih sulit diwujudkan di Indonesia mengingat sumberdaya manusia yang kurang kompeten dalam teknologi.

Sebenarnya jika terus menerus tegantung pada pusat, maka telekomunikasi bergerak seluler di Kota Yogyakarta tidak akan berkembang secara optimal. Padahal kontribusi telekomunikasi bergerak seluler terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta terbilang cukup besar. Sebagai instansi yang berkewajiban mengurusi masalah tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mulai merespon positif kontribusi telekomunikasi bergerak seluler tersebut. Respon ditunjukkan dengan kerjasamanya bersama pihak swasta (PT. Medcom Cipta Kreasi) penyalur tenaga kerja di sektor telekomunikasi sejak tahun 2004. Dapat dikatakan, sektor telekomunikasi ini cukup lama untuk mendapatkan respon pemerintah setelah sekian tahun berkembang. Beberapa penyebabnya adalah tidak adanya analisis prduktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor dan tidak ada data akurat tentang lowongan kerja terutama di sektor telekomunikasi. Selain itu pemerintah dapat menerapkan insentif pajak secara selektif kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi tempat magang bagi para pencari kerja pemula atau yang menyelenggarakan training dan re-training untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja, diberi keringanan pajak tertentu. Sehingga, dalam ini penyelenggara jasa telekomunikasi. 

Semua itu kembali pada konsep konsep awal bahwa pemerintah berperan dalam kerangka liberalisasi bukan monopoli lagi. Kecuali pada public goods seperti yang dikatakan Bailey (1999). Liberalisasi dalam negara-negara berkembang, seperti di Indonesia tentunya berbeda dengan negara-negara maju yang mengadopsi ideologi ini. Giddens menawarkan alternatif ”Jalan Ketiga”, kaitannya dengan fokus kajian ini adalah pemerintah sebaiknya memainkan peran ekonomis secara langsung sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi, plus penyediaan infrastruktur. Bailey juga menyatakan bahwa fungsi pemerintah daerah dalam memegang prinsip ekonomi adalah alokasi dan distribusi. Kedua peran tersebut wajib dielaborasi oleh daerah. Dan dan sebagai kapasitasnya dalam pengembangan ekonomi, Bailey menyatakan bahwa daerah yang menguntungkan sebaiknya dimaksimalkan  pelayanan terhadap infrastruktur teknologi dan transportasi. Jadi disini kurang optimalnya peran pemerintah Kota Yogyakarta terhadap kontribusi yang diberikan oleh sektor telekomunikasi karena adanya limitasi peran ideal.
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